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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-PHPL
NOMOR : 008.SPHPL.019-IDN ATAS NAMA PT KARYA DELTA PERMAI

IDENTITAS LPPHPL
Nama LPPHPL

Nomor Akreditasi KAN
Alamat Kantor

Telepon

Email

Penanggung Jawab
LPPHPL

Standar Audit yang
Digunakan

Tim Audit

Tim Pengambil Keputusan

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen
Alamat Kantor

Jenis Izin Usaha
SKIUPHHK-HA

Nomor S-PHPL

Ruang Lingkup Sertifikasi

Email
Pengurus Perusahaan

Management Representatif

PT Trustindo Prima Karya

LPPHPL-019-IDN

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
(0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com

Ir Kurnia

- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima
Karya Rev. L 01/04/2017

Ir Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi);
Ir Marthen Edy (Auditor Ekologi);

Ir Wasis Kuncoro (Auditor Sosial);

Ir Harijadi (Auditor Prasyarat & VLK Hutan).

Ir Kurnia; dan

Ir Rudy Setyawan.

A o

PT Karya Delta Permai

JI Soetoyo S No. 196, Banjarmasin

IUPHHK Dalam Hutan Alam

No. SK. 429/Menhut-11/2004 Tanggal 19 Oktober 2004
008.SPHPL.019-IDN

Areal IUPHHK-HA seluas 79.400 Hektar di Kab. Murung Raya
Prov. Kalimantan Tengah

kdpbanjarmasin@yahoo.com

- Direktur : Setiyo Nuswantoro

- Presiden Komisaris : Yoseph Prawira
- Komisaris : Irawan Prakoso

Paimun
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sebelum ke
lapangan

Palangkaraya,
5 Maret 2018

Dilakukan kepada :

- BPHP Wil. X Palangkaraya, diterima oleh
Bpk. Ir Eri Ikrariyani, MP jabatan KBTU.

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
Tengah diterima oleh Bpk. Siterlin, S.Hut
jabatan Kasubbag Umum &
Kepegawaian.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan

Pertemuan Pembukaan

Base Camp Briwit
Km 70 PT. KDP

6 Maret 2018

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan penilaian yang
digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan

Base Camp Briwit
Km 70 PT. KDP,

Blok RKTUPHHK-
HA Tahun 2017,

TPn, TPK Hutan
dan Logpond

Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1
(satu) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit :

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK

7-9 Hutan.
Maret 2018
Pertemuan Penutupan Base Camp Briwit | Penyampaian dan permintaan konfirmasi
Km 70 PT. KDP persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

10 Maret 2018

audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan
temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
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Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Perjalanan Kepulangan

11 Maret 2018

Base Camp Briwit KM 70 — Palangkaraya

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sesudah dari
lapangan

Palangkaraya,
12 Maret 2018

Dilakukan kepada :

Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
Tengah diterima oleh Bpk. Siterlin, S.Hut
jabatan Kasubbag Umum &
Kepegawaian.

BPHP Wil. X Palangkaraya, diterima oleh
Bpk. Beny Budiansyah jabatan Kasie
PEPHP.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan

Pengambilan Keputusan
Penilikan Ke-1

Samarinda,
2 April 2018

a.

PT Karya Delta Permai dinilai LULUS
audit Penilikan Ke-1 PHPL dengan
predikat BAIK sesuai Lampiran 1.1. dan
2.1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.

Status S-PHPL PT Karya Delta Permai
dipertahankan sesuai masa berlaku dan
lingkup sertifikasinya.
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4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
A. KRITERIA PRASYARAT
1. Indikator No. 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

1.1.1. CD SEDANG | Pada periode penilikan ke-1 diketahui bahwa
ketersediaan dokumen legal PT. KDP lengkap
(Tetap) .
dan administrasi tata batas (PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun
! dokumen tata batas atau Laporan TBT hasil
SKIUPHHK-HA, Buku TBT, Peta kegiatan rekonstruksi tata batas yang
TBT) dilaksanakan pada tahun 2012 oleh konsultan
pelaksana (PT. Sarbi) belum disahkan oleh
Dirjen Planologi Kehutanan,  walaupun
terdapat wupaya dari auditee untuk
memperbaiki draft Laporan TBT namun
hingga penilikan ke-1 belum ada persetujuan
dari Dirjen Planologi Kehutanan.

Sehingga observasi yang diberikan pada
penilaian awal (re-sertifikasi) tahun 2017
belum dipenuhi oleh manajemen PT Karya
Delta Permai pada penilikan ke-1 tahun 2018,
karena Laporan TBT masih dalam proses
pengesahan walaupun realisasi penataan
batas secara fisik di lapangan sudah TEMU
GELANG sesuai dokumen Berita Acara
Pelaksanaan Tata Batas Persekutuan dengan
PT. Sarang Sapta, Eks. PT Tunggal Pamenang,
PT Menoreh Loggingindo dan PT Barito Pacific
Lumber dan Eks. PT. Dacrydium I /IL.

Selain itu terdapat dokumen Rencana Perluasan
areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai
seluas £ 7.260 Ha yang sudah mendapatkan
surat Persetujuan Prinsip dari Kepala BKPM
Pusat dan dokumen Addendum AMDAL sudah
disusun yang masih proses persetujuan oleh
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan
Tengah.

1.1.2. D BAIK Pada periode penilikan ke-1 (Maret 2017 s/d
(Tetap) Februari 2018) tidak terjadi perubahan pada
dokumen tata batas sesuai uraian verifier 1.1.1,
yaitu realisasi tata batas areal kerja PT.
Karya Delta Permai secara fisik sudah
mencapai 100 % atau TEMU GELANG.

1.1.3. CD SEDANG | Pada periode penilikan ke-1 terdapat upaya
(Tetap) audite untuk menyelesaikan masalah
penggunaan kawasan hutan tanpa izin dengan
kegiatan identifikasi lahan, soislaisasi dan
patroli bersama aparat setempat terhadap
kegiatan illegal logging dan penambangan
emas tanpa izin di blok RKT 2017 atau
sempadan Sungai Danum Tolung.

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Ketersediaan dokumen legal

Realisasi tata batas dan
legitimasinya (BATB)

Pengakuan para pihak atas
eksistensi areal IUPHHK
kawasan hutan (BATB)
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Namun upaya audite diatas belum
menghasilkan menurunkan tingkat
potensi konflik dari waktu ke waktu,
sehingga observasi yang diberikan saat
penilaian awal (re-sertifikasi) belum
dipenuhi oleh manajemen PT Karya Delta
Permai.

1.1.4. CD BAIK Pada periode penilikan ke-1 tidak terdapat
perubahan fungsi kawasan hutan pada areal
kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai

Tindakan pemegang izin dalam (Tetap)

hal terdapat p(_arul:?ahan fungsi sehingga penilaian verifier 1.1.4 mengacu
kawasan. Apabila tidak ada pada hasil penilaian awal (re-sertifikasi)
perubahan fungsi maka verifier tahun 2017 vyaitu perubahan fungsi kawasan
ini menjadi Not Aplicable. hutan di sebagian areal kerja PT. KDP vyaitu
dari Hutan Produksi Konversi (HPK)
menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)
seluas + 1.665 Ha berdasarkan SK.Menhut
No.529/Menhut-II/2012, tanggal 25
September 2012 tentang Peta Kawasan
Hutan dan Konservasi Perairan serta wilayah
tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan
di Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada
tahun 2015 PT. Karya Delta Permai melakukan
Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Untuk
Periode 2011-2020 dan sudah disetujui oleh
Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Hery
Prijono, MM/NIP. 19560425 198203 1 010)
dengan Nomor : SK.10/BUHA-2/2015, tanggal
20 Maret 2015.

1.1.5. CD SEDANG | Pada peride penilikan ke-1 terdapat upaya
audite untuk melakukan pendataan penggunaan
kawasan di luar sector kehutanan tanpa izin

Penggunaan kawasan di luar (Tetap)

sektor kehutanan (Apabila tidak seperti kegiatan identifikasi pembukaan lahan
ada penggunaan kawasan di untuk ladang dan penambangan emas tanpa
luar sektor Kehutanan maka ve- izin oleh masyarakat setempat (seperti verifier
rifier ini menjadi Not Aplicable). 1.1.4 diatas).

Namun berdasarkan observasi lapangan (oleh
auditor ekologi) masih banyak ditemukan
pembukaan lahan di sepanjang kiri kanan jalan
logging menuju blok RKT 2016 berupa ladang
dan terdapat kegiatan illegal logging. Selain itu
pada blok RKT 2017 terdapat kegiatan
penambangan emas tanpa izin (PETI) oleh
masyarakat setempat dalam jumlah banyak,
karena ditemukan pemukiman mereka dekat
sempadan sungai Danum Tolung dengan
koordinat S 00° 12 01,7'; E 1140 14" 35,8.
Sehingga observasi yang diberikan saat
penilaian awal (re-sertifikasi) belum
dipenuhi oleh manajemen PT Karya Delta
Permai.

Kesimpulan Indikator 1.1. 15/18 = 83,33% (BAIK)
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2.

Indikator No. 1.2 :

FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.2.1.

Keberadaan dokumen visi, misi
dan tujuan perusahaan yang
sesuai dengan PHL

D

BAIK
(Tetap)

Pada periode penilikan ke-1 tidak terdapat
perubahan Visi dan Misi PT Karya Delta Permai
sehingga verifier 1.2.1 mengacu pada penilaian
awal (re-sertifikasi) tahun 2017 yaitu terdapat
dokumen visi dan misi PT. Karya Delta Permai
dan legal (disahkan oleh Direktur) serta
isinya sesuai dengan kerangka PHPL.

1.2.2.

Sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan

BAIK
(Tetap)

Pada periode penilikan ke-1 tidak terdapat
kegiatan sosilisasi Visi dan Misi PT Karya Delta
Permai kepada karyawan maupun masyarakat
setempat, karena audite sudah melakukan
sosialisasi Visi dan Misi pada karyawan pada
tanggal 15 Februari 2010 dan23 Januari 2017,
serta kepada masyarakat setempat tanggal 12
Maret 2013. Waktu kegiatan sosialisasi tersebut
sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Visi dan
Misi yang di lampiri foto dokumentasi acara
sosialisasi Visi dan Misi di Base Camp Briwit KM
70.

Selain itu untuk mejaga kosistensi Visi dan Misi
perusahaan, maka di kantor Base Camp Briwit
dipasang dokumen Visi dan Misi yang dapat
dibaca oleh siapapun yang berkunjung ke
kantor tersebut.

1.2.3.

Kesesuaian visi, misi dengan
implementasi PHL

SEDANG
(Tetap)

Pada periode penilikan ke-1 terdapat upaya
audite untuk memenuhi observasi yang
diberikan pada verifier 1.2.3 saat penilaian awal
(re-sertifikasi) tahun 2017, namun upaya
manajemen PT Karya Delta Permai selama 1
(satu) tahun terakhir belum dapat
memenuhinya, seperti berikut :

e Laporan TBT temu gelang belum lengkap
atau disetujui oleh Dirjen Planologi Kehuatan
yang terdiri dari Laporan TBT Persekutuan
(Rekonstruksi) dan Laporan TBT HL Gn.
Lampunyat;

e Terdapat kekurangan Ganis PHPL sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu Ganis PHPL
Kurpet (1 orang) dan Ganis PHPL Nenhut (2
orang);

e Pelaporan pengamanan lokasi kawasan
lindung di areal PT. Karya Delta Permai
(KPPN/KPSL) dari perambahan hutan,

perladangan dan penambangan emas tanpa
izin oleh masyarakat setempat kepada
instansi terkait yang berwenang belum
dilakukan secara rutin sesuai dengan
Perdirjen PHPL Nomor :
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 23
Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan
Potensi Dan Resolusi Konflik Pada Pemegang
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

IUPHHK Dalam Hutan Produksi, yang dibuat
setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi  ditembuskan pada
Direktur Jenderal PHPL dan BPHP (pasal 4).

e Dan lainnya berdasarkan hasil penilaian dari
auditor produksi, ekologi dan sosial yang
masih perlu peningkatan atau perbaikan
pada verifier bernilai SEDANG.

Kesimpulan Indikator 1.2.

16/18 = 88,89% (BAIK)

3.

Indikator No. 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan
pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan
Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. CD SEDANG | Realisasi Ganis PHPL PT. Karya Delta Permai
: tahun 2017 dibanding standar jumlah Ganis
Kfaberadaan tenaga profesmnal (Tetap) PHPL yang harus dimiliki sebagai berikut :
bidang kehutanan (Sarjana o
Kehutanan dan Tenaga Teknis No Kualifikasi Junl:lai;|r Realisasi )/ (+)
menengah kehutanan) di Ganis *)
lapangan pada setiap bidang 1. | Ganis Canhut 4 5 +1
kegiatan pengelolaan hutan 5. | Ganis Nenhut 3 1 -2
sesuai ketentuan yang berlaku
3. | Ganis Binhut 5 5 0
4, | Ganis Kurpet 1 0 -1
5. | Ganis PKB-R 5 6 +1
Jumlah 18 17
Ket : *) SK. Perdirjen PHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015 untuk luas
50.000 Ha s/d 100.000 Ha.
Keberadaan  tenaga  profesional  bidang
kehutanan di PT. Karya Delta Permai di
lapangan hanya tersedia pada sebagian
bidang pengelolaan hutan dan jumlahnya
masih kurang dari ketentuan yang berlaku
untuk Ganis Nenhut dan Ganis Kurpet.
1.3.2. D BAIK Pada periode penilikan ke-1 PT Karya Delta
. . Permai telah me-realisasikan peningkatan
Peningkatan kompetensi SDM (Tetap) kompetensi SDM sebesar 78,79 % dari

rencana kebutuhan.

Sesuai dengan hasil penilaian verifier 1.3.1
terdapat kekurangan Ganis PHPL Nenhut dan
Ganis PHPL Kurpet dan sesuai dengan surat
dari APHI Komda Kalteng Nomor : 04/APHI-
KH/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang
Penyelenggaraan Diklat Ganis PHPL Swadana
Tahun 2018 dan pada lampiran surat APHI
tersebut terdapat peserta Dikalt Ganis PHPL
dari PT Karya Delta Permai yang akan
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

diselenggarakan pada minggu ke 3 bulan April

2018 yaitu :

e Agus Susanto, Amd untuk peserta Ganis
PHPL Nenhut

e Almaratush S. Ridho, S.Hut
peserta Diklat Ganis PHPL Kurpet

Jenis pendidikan dan latihan (Diklat) SDM yang

direalisasikan pada tahun 2017 sebagai berikut

untuk

1. Diklat Ganis PHPL (Ganis Nenhut dan Ganis
Kurpet)

2. Diklat Non Ganis PHPL (K3, Satpam PH,
Pemadam Kebakaran, Operator Alat Berat)

3. Penyegaran Ganis PHPL (Ganis Canhut,
Binhut, Nenhut dan PKB-R)

4. Penyegaran Non Ganis PHPL (K3, Satpam
PH, Pemadam Kebakaran, Operator Alat
Berat)

5.In House Training (Aplikasi SIPUHH,
Pelaporan Kinerja, SIMPONI, SIPONGI)

1.3.3.

Ketersediaan dokumen
ketenagakerjaan

BAIK
(Tetap)

Pada periode penilikan ke-1 diketahui behwa
dokumen terkait ketenagakerjaan PT.
Karya Delta Permai yang tersedia di Base
Camp Briwit KM 70 lengkap dan
dikelola secara baik oleh Kepala Bagian
Personalia (Budi Yanto)

Kesimpulan Indikator 1.3.

14/15 = 93,33% (BAIK)

4.

Indikator No. 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

NOM?’ERDI‘;I:E;UDUL BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. D BAIK Pada period penilikan ke-1 terdapat
Kelengkapan unit kerja (Tetap) perubahan kelengkapan unit kerja PT

perusahaan dalam kerangka
PHPL

Karya Delta Permai berupa dokumen Struktur
Organisasi dan Job Description sesuai SK.
Direktur Nomor 09/SK/DIR/KDP-
BJM/1/2018 tanggal 10 Januari 2018
tentang Revisi Struktur Organisasi dan Job
Discription Pada IUPHHK-HA PT Karya Delta
Permai

Perubahan  Struktur Organisasi dan Job
Discription dilakukan oleh manajemen dengan
memperhatikan  Visi dan  Misi  Tujuan
Perusahaan serta efektivitas atau kelancaran
kerja di lingkup PT Karya Delta Permai,
sehingga secara keseluruhan sesuai dengan
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

kerangka PHPL.

1.4.2.

Keberadaan perangkat Sistem
Informasi Manajemen dan
tenaga pelaksana

BAIK
(Tetap)

Pada periode penilikan ke-1 diketahui bahwa
keberadaan dokumen terkait SIM yang dimiliki
oleh PT. Karya Delta Permai tidak ada
perubahan dan tenaga pelaksana yang
ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan
Revisi Struktur Organisasi yaitu Sdr. Ihawani,
S.Hut (seperti SK. Direktur Nomor
09/SK/DIR/KDP-BJM/I/2018 tanggal 10
Januari 2018).

1.4.3.

Keberadaan SPI /internal
auditor dan efektifitasnya

BAIK
(Tetap)

Pada periode penilikan ke-1 diketahui bahwa
keberadaan Tim SPI / Internal auditor tidak ada
perubahan sesuai SK Direktur PT Karya Delta
Permai Nomor : 31/SK.DIR/KDP-BIM/XII/2015
tanggal 20 Desember 2015 tentang Penunjukan
Tim SPI / Internal Auditor kepada Sdr. Ihwani,
S.Hut (Ketua SPI) dan Ir. Hirten M. Tambunan
(anggota SPI).

Berdasarkan verifikasi Laporan Hasil
Pengawasan Internal Pelaksana Kegiatan RKT
2017 Untuk Semester I (Januari s/d Juni 2017)
maka diketahui bahwa keberadaan Tim SPI /
Internal auditor sudah berjalan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan di
lapangan.

Sehingga observasi pada penilaian awal (re-
sertifikasi) tahun 2017 sudah dipenuhi oleh
manajemen PT Karya Delta Permai.

1.4.4.

Keterlaksanaan tindak koreksi
manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi

SEDANG
(Tetap)

Pada periode penilikan ke-1 diketahui bahwa
kegiatan yang dilakukan PT Karya Delta Permai
selama 1 (satu) tahun terakhir telah
menimbulkan dampak sosial ( dampak
eksternal) yang ber-potensi menjadi konflik
sesuai dengan laporan patrol pengamanan dan
perlindungan hutan yang dibuat oleh Kabag
Perencanaan dan Kabag. Kelola Sosial tahun
2017. Namun laporan tersebut belum dijadikan
sebagai bahan manajemen untuk melakukan
tindak koreksi berbasis monitoring dan
eavaluasi yang lebih mengena sasaran,
karena hampir setiap tahun selau terjadi

kegiatan perambahan hutan seperti illegal
logging dan penambangan emas.
Sehingga observasi yang diberikan pada

penilaian awal (re-sertifikasi) belum dapat
dipenuhi oleh manajemen PT Karya Delta
Permai.

Kesimpulan Indikator 1.4.

22/24 = 91,67% (BAIK)
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5. Indikator No. 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan

(PADIATAPA)
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. CDb SEDANG | Pada periode penilikan ke-1 terdapat dokumen
Persetujuan rencana pene- (Turun) Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

banaan melalui inakat RKT 2017, Kawasan Lindung Serta PMDH

9 pen.|ng atan Tahun Kegiatan 2017 yang dibuat oleh Kepala
pemahaman, keterlibatan, Bagian Perencanaan Hutan (Roby Cahyadi, SE)
pencatatan proses dan dan Kepala Bagian Pembinaan Hutan
diseminasi isi kandungannya (Fatriansyah, Amd) pada tanggal 20 Februari
2017 dan terlampir foto-foto dokumentasi
kegiatan sosialisasi di Base Camp Blok RKT
2017 KM. 95

Namun Berita Acara Sosialisasi tersebut tidak
dilengkapi daftar hadir peserta sosialisasi
sehingga mengurangi substansi dari tujuan
soisalisasi atau norma penilaian verifier 1.5.1.
(untuk Baik) yaitu kegiatan RKT 2017 yang
akan mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat setempat telah mendapatkan
persetujuan atas dasar informasi awal
yang memadai Keberadaan daftar hadir dari
peserta sosialisasi menjadi penting untuk
mengetahui sejauh mana pihak-pihak yang
hadir di acara soisalisasi tersebut mempunyai
peranan di masyarakat setempat, seperti
perngkat pengurus Desa (Kepala Desa, Kepala
Adat dan Ketua BPD) dan pihak aparat
keamanan (Kapolsek dan Danramil), serta wakil
dari Kecamatan setempat.

Sehingga untuk sosialisasi RKT 2017 vyang
diadakankan oleh manajemen PT Karya Delta
Permai di Base Camp KM 95 baru taraf
dikonsultasikan kepada masyarakat
setempat (bukan untuk mendapatkan
persetujuan)

1.5.2. D SEDANG | Pada periode penilikan ke-1 upaya auditee
(Tetap) untuk me-realisasikan pengesahan Laporan TBT
(Rekonstruksi) belum berhasil (seperti uraian
verifier 1.1.1) sehingga para pihak yang terlibat
dalam proses pertujuan tata batas areal kerja
PT Karya Delta Permai baru sebagian (minimal
50 %).
Para pihak yang terlibat dalam proses
persetujuan tata batas sebagai berikut :

1. Pemerintahan Pusat (Kementerian LHK Cq.
Dirjen Planologi Kehutanan);

2. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
(Dinas Kehutanan dan BPKH wilayah XXI
Palangkaraya);

3. Pemerintahan Kabupaten Murung Raya
(Bupati dan Dinas Kehutanan);

Persetujuan dalam proses tata
batas
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4. Pemerintahan  Kecamatan
(Muspika);

5. Pemerintahan Desa (Desa Osom Tompok,
Desa Kolam, Desa Mantiat Pari dan Desa
Saruhung);

6. Perusahaan Pemegang Izin Usaha yang
masih operasional (PT. Sarang Sapta dan PT.
Barito Pasific Lumber)

Sehingga observasi yang diberikan pada saat

penilaian awal (re-sertifikasi) tahun 2017 belum

dapat dipenuhi oleh manajemen PT. Karya

Delta Permai.

Tanah Siang

1.5.3.

Persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan CSR/CD

BAIK
(Naik)

Pada periode penilikan ke-1 terdapat RO PMDH
yang disusun oleh Kepala Bagian Pembinaan
Hutan yang mencantumkan Rencana Fisik,
Biaya dan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Kelola
Sosial RKT 2017.

Kelompok jenis kegiatan PMDH yang
direncanakan pada RKT 2017 sebagai berikut :

1. Pertanian Menetap;
2. Peningkatan Ekonomi

3. Pengembangan  Sarana
Umum;

4. Sosial Budaya;

5. Konservasi  Sumber
Lingkungan

Selain itu terdapat rekapitulasi bantuan PMDH

(Kelola Sosial) RKT 2017 kepada beberapa Desa

setempat dan lembaga adat (secara rinci dilihat

pada laporan Buku 1).

Jumlah total bantuan PMDH yang diberikan oleh
PT Karya Delta Permai selama 1 (satu) tahun
terakhir sebesar Rp. 729.330.020,- (secara rinci
dilihat pada laporan Buku 1).

Proses persetujuan dalam pelaksanaan CSR/CD
yang dilakukan oleh PT Karya Delta Permai
sudah disepakati oleh para pihak, terutama
masyarakat setempat melalui Humas
perusahaan yang ditetapkan atau ditunjuk oleh
Manager Camp dalam hal permintaan bantuan
dari Desa-desa binaan.

Permintaan bantuan yang tidak rutin atau diluar
Rencana operasional PMDH, seperti perbaikan
jalan dapat diajukan melalui Proposal.

dan Prasarana

Daya Hutan dan

1.5.4.

Persetujuan  dalam  proses
penetapan kawasan lindung

SEDANG
(Turun)

Pada periode penilikan ke-1 terdapat dokumen
BA Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Lindung
RKT 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 di
Base Camp Blok KM 95, namun tidak di
lampirkan daftar hadir dari peserta sosialisasi
tersebut. Sehingga para pihak yang terlibat
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langsung dalam proses persetujuan kawasan
lindung pada RKT 2017 tidak ada datanya.
Terutama data peserta dari masyarakat
setempat atau pengurus Desa setempat yang
mempunyai kepentingan terhadap kawasan
lindung yang ada di areal kerja PT. Karya Delta
Permai (khusus untuk blok RKT 2017).

Sesuai hasil observasi lapangan telah
ditemukan kegiatan penambangan emas
oleh masyarakat setempat di kawasan
lindung, tepatnya sempadan sungai Danum
Tolung. Sehingga kegiatan sosialisasi kawasan
lindung yang dilaksanakan oleh perusahaan
tanggal 20 Februari 2018 tidak ada artinya
untuk masyarakat setempat agar tidak
melakukan penambangan emas tanpa izin,
seperti plang-plang larangan yang dipasang di
lokasi sempadan sungai Danum Tolung.
Sehingga pada kondisi sebenarnya adalah
hanya sebagian para pihak yang setuju (50 %)
yang setuju proses penetapan kawasan lindung
di areal kerja PT Karya Delta Permai yaitu pihak
Kementerian LHK dan pihak Perusahaan,
sedang para pihak dari masyarakat setempat
belum ada persetujuan.

Kesimpulan Indikator 1.5. 16/21 = 76,19% (SEDANG)

B. KRITERIA PRODUKSI
1. Indikator No. 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan

lestari
NOMSERRIié:lE.;UDUL BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. D BAIK Sampai dengan penilikan ke-1 terdapat revisi
Keberadaan Dokumen Rencana (Tetap) atau perubahan terhadap RKUPHHK-HA, vyaitu
Jangka Pan-jang (management menggunakan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA
plan) yang telah Disetujui oleh Berbasis IHMB periode 2011 - 2020 PT Karya
Pejabat yang Berwenang Delta Permai Provinsi Kalimantan Tengah

beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang
telah disetujui dan disahkan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.10/BUHA-
2/2015 tanggal 20 Maret 2015.

Terdapat Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654
Path 118 Row 060 liputan tanggal 19 Desember
2016 skala 1 : 100.000 yang telah disahkan
yang disahkan oleh  Dirjen  Planologi
Depertemen Kehutanan cq. Direktur
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya
Hutan No.S.19/IPSDH/PSDH/PLA.1/2017
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tanggal 24 Januari 2017,

2.1.2 D BAIK Terdapat kesesuaian antara rencana jangka
Kesesuaian Implementasi (Naik) pendek (RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018)
Penataan Areal Kerja di baik lokasi dan luasannya.

Lapangan dengan Rencana - Terdapat perbedaan luasan antara alokasi
Jangka Panjang blok RKUPHHK-HA untuk tahun 2018
dibandingkan dengan RKTUPHHK-HA tahun
2018 disebabkan karena ada 4 (empat) petak
yang tidak dimasukkan ke dalam blok
RKTUPHHK-HA 2018 yaitu petak 18F, 18G,
18H, dan 19F dikarenakan berdasarkan
penampakan pada citra satelit merupakan
areal potensi rendah. Luas ke- empat petak
tersebut adalah 400 ha, sehingga alokasi
RKUPHHK-HA 2.435 ha menjadi 2.035 ha
(sesuai dengan RKTUPHHK-HA 2018)

- Berdasarkan  overlapping peta kerja
RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA tahun
2017 dan 2018, telrihat bahwa seluruh blok
RKTUPHHK-HA masuk di dalam RKUPHHK-
HA.

2.1.3 SEDANG | Sampai dengan penilikan ke-1, PT. Karya Delta
Pemeliharaan Batas Blok dan (Turun) | Permai telah menyelesaikan kegiatan Penataan
Petak / compartemen kerja (D) Areal Kerja untuk tahun RKTUPHHK-HA tahun
2020 (dilaksanakan pada tahun 2017).

- Berdasarkan observasi lapangan ditemukan
batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 (1
buah) dan 2018 dengan kondisi baik. Tanda
batas blok berupa plang untuk tahun 2017
merupakan  pemeliharaan  dari  tahun
sebelumnya dimana terdapat perubahan
warna plang dan terpasang diatas papan
sebelumnya.

- Sementara tanda batas petak ditemukan
pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2017, tetapi
tidak ditemukan pada blok RKTUPHHK-HA
2018. Berdasarkan wawancara dengan
Kepala Bagian Perencanaan bahwa tanda
batas petak di persimpangan jalan belum
dipasang, menunggu pembuatan jalan dalam
blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 selesai
dikerjakan, sehingga terhindar  dari
kerusakan maupun hilang.

Kesimpulan Indikator 2.1. 16/18 = 88,89% (BAIK)
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2.2.1. D SEDANG | Berdasarkan data pada hasil cruising 3 tahun
Terdapat Data Potensi Tegakan (Turun) (2017, 2018, dan 2019) terlihat bahwa tidak

terdapat data yang menunjukkan keberadaan
pohon inti atau pohon dilindungi.

- Berdasarkan wawancara dengan Koordinator
PHPL dan Kepala Bagian Perencanaan Hutan
bahwa mereka mengacu pada arahan pada
saat sosialisasi Perdirjen nomor : 20/PHPL-
SET/2015 tentang Petunjuk Teknis ITSP
(penggunaan barcode) hanya memandai
barcode pada pohon yang akan ditebang (50
cm Up) dan pohon dengan diameter 10 cm
Up untuk yang terkena Pembukaan Wilayah
Hutan (PWH) (sesuai dengan Perdirjen no.
20/2015 Bab III pasal 4 ayat (5)), sehingga
pohon inti, pohon dilindungi dan pohon induk
tidak dilakukan inventarisir.

- Mengacu kepada Perdirjen nomor : 20/PHPL-
SET/2015 Bab I Pasal 2 ayat 2a. “Tujuan dari
Penetapan Pedoman Teknis ITSP, yaitu a.
Untuk memperoleh deskripsi tegakan (pohon
komersial, pohon inti, pohon dilindungi,
pohon induk) serta mengetahui posisi
koordinat di lapangan”, Serta Lampiran II
dari Perdirjen 20/2015 ini, maka pohon yang
diinventarisir bukan hanya pohon yang
ditebang saja tetapi juga terhadap pohon
inti, pohon dilindungi dan pohon induk.

per Tipe Ekosistem yang ada
(Berbasis IHMB / Survei
potensi, ITSP, Risalah Hutan)

Sampai dengan penilikan ke-1, PT. Karya Delta
Permai telah memiliki revisi SOP ITSP dengan
nomor : SOP/01/PRC-ITSP/2017 tanggal 20
Januari 2017 yang merupakan revisi ke-3
dimana telah menambahkan atau memasukkan
ketentuan Perdirjen PHPL nomor : 20/PHPL-
SET/2015 tentang Petunjuk Teknis ITSP
(penggunaan barcode).

Berdasarkan  Rekapitulasi  Hasil ~ Cruising
RKTUPHHK-HA tahun 2017, 2018 dan 2019
didapatkan data potensi volume untuk jenis
komersial (diameter >50 cm) secara berturut-
turut adalah sebesar 30,46 m3/ha, 27,98
m3/ha, dan 24,62 m3/ha.

Terdapat kelengkapan dokumen berupa buku
LHC per petak tahun 2017 (petak 15K) dan
2018 (petak 18D), Rekapitulasi LHC Tahun 2017
dan 2018, peta sebaran pohon, jalur cruising
dan kontur skala 1 : 1.000 (contoh untuk tahun
2017 adalah di petak 19N dan di petak 18D).
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2.2.2. CD BAIK PT. Karya Delta Permai telah memiliki SOP
(Naik) Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor

dokumen : SPO/01/KELING-PUP/2010 tanggal
10 Januari 2010, dan isi dari SOP telah sesuai
dengan ketentuan vyaitu mengacu pada SK
Surat Keputusan Kepala Bidang Litbang
Kehutanan Nomor : 38/KPTS/VI-HM-3/93,
tanggal 9 Juni 1993. Sampai dengan penilikan
ke-1 sertifikasi ke-2 belum ada revisi terhadap
SOP PUP ini.

Pada saat penilikan ke-1 terdapat dokumen :

- Petak Ukur Permanen Seri 3 Hasil
Pengukuran Tegakan Tahun 2017 vyang
berlokasi di petak 13K eks blok tebangan
2017 koordinat : 0°1027,4” LS dan
114°10'46,1” BT (Areal RKUPHHK-HA I tahun
2011-2020) dan Dokumen PUP Seri 3 Hasil
Analisa Riap Pertumbuhan Tahun 2017.

- Selain dokumen tersebut, terdapat dokumen
Petak Ukur Permanen Seri 2 Hasil
Pengukuran Tegakan Tahun 2016 vyang
berlokasi di petak 32W eks blok tebangan
2011 koordinat : 0°17'11,6" LS dan
114021°00,3"” BT (Areal RKUPHHK-HA I tahun
2011-2020) dan Dokumen PUP Seri 2 Hasil
Analisa Riap Pertumbuhan Tahun 2016.

2.2.3. Cb BAIK Pada penilikan ke-1 ini PT. Karya Delta Permai
Terdapat Perhitungan Internal (Naik) | telah memliki Laporan Analisa pertumbuhan
/self ITT Berbasis Data Potensi riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran ke-4
dan Kondisi Kemampuan pada areal PUP petak 32W (eks tebangan 2011)
Pertumbuhan Tegakan dan hasil pengukuran ke-5 pada areal PUP
petak 35MM (eks tebangan 2006), namun
belum dilaporkan kepada instansi terkait.

Berdasarkan hasil analisa riap tersebut, PT.
Karya Delta Permai telah membuat perhitungan
Internal / Self JTT dengan didapatkan nilai
sebagai berikut :

a. Berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA tahun 2015
didapatkan nilai volume sebesar 56.156,19
m3/tahun

b. Berdasarkan analisa riap pengukuran ke-5
petak 35MM didapatkan hasil sebagai berikut

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Terdapat Informasi tentang
Riap Tegakan

- Riap volume (dengan perlakuan) sebesar
2,13 m3/ha/thn, maka Perhitungan JTT
dengan perlakuan didapatkan volume
sebesar 77.466,30 m3/tahun.

- Riap volume (tanpa perlakuan) sebesar
1,89 m3/ha/thn, maka Perhitungan JTT
dengan perlakuan didapatkan volume
sebesar 68.737,68 m3/tahun.
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c. Berdasarkan analisa riap pengukuran ke-4
petak 32W didapatkan hasil sebagai berikut :

- Riap volume (dengan perlakuan) sebesar
2,50 m3/ha/thn, maka Perhitungan JTT
dengan perlakuan didapatkan volume
sebesar 90.922,90 m3/tahun.

- Riap volume (tanpa perlakuan) sebesar
2,06 m3/ha/thn, maka Perhitungan JTT
dengan perlakuan didapatkan volume
sebesar 74,920,44 m3/tahun.

PT. KDP telah membuat Perhitungan Internal
Jatah Tebangan Tahunan Berdasarkan RIap
Pertumbuhan PUP Petak 35 MM dan PUP Petak
32 W. Sementara dari PUP Petak 13K belum
didapatkan nilai riap pertumbuhan karena baru
1x pengukuran.

Kesimpulan Indikator 2.2. 10/12 = 83,33% (BAIK)

3. Indikator No. 2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin
Regenerasi Hutan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. D BAIK Sebagaimana disampaikan pada penilaian
Ketersediaan SOP Seluruh (Tetap) Resertifikasi bahwa PT. Karya Delta Permai
Tahapan Kegiatan Sistem telah memiliki SOP Bldang Perencanaan Hutan
Silvikultur (10 SOP), Bidang Produksi (4 SOP), dan Bidang
(D) Pembinaan Hutan (6 SOP), dibuat oleh Kabag

masing-masing pada tanggal 5 Januari 2010,
diperiksa oleh Manager Camp pada tanggal 8
Januari 2010, dan disetujui oleh Direktur Utama
pada tanggal 15 Januari 2010.

- Isi SOP meliputi : Pengertian, Referensi,
Tujuan dan Sasaran, Penanggungjawab,
Masukan yang dibutuhkan, Keluaran yang
dihasilkan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan,
Urutan Kerja, Instruksi Kerja (Persiapan
tenaga kerja, persiapan peralatan kerja, dan
pelaporan.

- Terdapat SOP Tahapan kegiatan TPTI
diantaranya : SOP PAK, ITSP, Pembukaan
Wilayah  Hutan  (PWH), Penebangan,
Persemaian/Pengadaan Bibit, Penanaman
Pengayaan, Pemeliharaan Tanaman
Pengayaan, dan Perlindungan dan
Pengamanan Hutan. Hasil telaah terhadap
SOP tahapan kegiatan system silvikultur
diperoleh hasil bahwa SOP tersedia lengkap
dan isinya telah sesuai dengan pedoman
teknis/peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman 16 dari 57



,
\" / FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

W

Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Sampai dengan penilikan ke-1 hanya SOP ITSP
saja yang mengalami revisi, yaitu : SOP
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
dengan Nomor : SOP/01/PRC-ITSP/2017
tanggal 20 Januari 2017 merupakan revisi ke-3
dengan memasukkan pedoman teknis terbaru
yaitu Peraturan Dirjen PHPL No.P.20/PHPL-
SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang
Petunjuk teknis ITSP dalam hutan produksi,
terkait pemasangan barcode pada pohon
tebang.

2.3.2. D SEDANG | Terdapat hasil pengamatan / observasi
Implementasi SOP Seluruh (Tetap) | terhadap implementasi tahapan kegiatan sistem
Tahapan Kegiatan Sistem silvikultur TPTI tahun 2017, adalah sebagai
Silvikultur berikut :

(D) - PAK : Kegiatan PAK dilakukan Et-3,
implementasi di lapagan ditemukan plang
kegiatan PAK yang dikerjakan tahun 2017
untuk  URKTUPHHK-HA  tahun  2020.
Sementara ditemukan pada blok RKTUPHHK-
HA tahun 2017 dan 2018 penandaan batas
berupa polet 3 warna merah pada batas blok
dan penandaan polet 2 warna merah pada
batas petak.

- ITSP : Kegiatan ITSP dilakukan Et-2,

implementasi di lapangan ditemukan plang
kegiatan ITSP yang dikerjakan tahun 2018
untuk URKTUPHHK-HA tahun 2020. Hasil
observasi lapangan pada blok RKTUPHHK-HA
2018 tidak ditemukan tanda-tanda berupa
label maupun cat yang menunjukkan jalur
cruising, namun ditemukan bekas rintisan
berupa dahan yang ditebas. Ditemukan kayu
dengan penandaan barcode warna kuning (2
buah), namun tidak ditemukan label atau
tanda pada pohon inti maupun pohon
dilindungi.
Secara administrasi ditemukan buku LHC dan
Rekapitulasi LHC pada Blok RKTUPHHK-HA
tahun 2017 dan 2018 berdasarkan petaknya,
dan terdapat peta sebaran pohon, jalur dan
kontur skala 1 : 1.000 (contoh : peta sebaran
pohon petak 19 I (2018) dan petak 19 N
(2017).

- PWH : Implementasi di lapangan bahwa
pengerjaan pembuatan jalan / rehab jalan
dilakukan oleh Tim jalan sendiri (tersedia
traktor khusus jalan 3 unit, motor grader 2
unit, excavator 2 unit, Wheel Loader 1 unit,
dan dump truck 2 unit). Pada saat
penilikan ke-1 ditemukan di lapangan bahwa
kegiatan pembuatan jalan masih di lakukan
pada blok RKTUPHHK-HA 2018 (di Jalan

Halaman 17 dari 57



,
\" / FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

W

Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Utama dan Jalan Cabang) dengan melibatkan
traktor  skidding dan juga kegiatan
pemeliharaan jalan sepanjang koridor jalan
utama blok 2017 sampai dengan TPK Antara
Km 68.

Terdapat kegiatan pembukaan wilayah hutan
lainnya yaitu pembuatan jalan menuju TPK
Antara Joloi yang merupakan jalan di luar
blok RKTUPHHK-HA 2017 dan izin jalan yang
digunakan adalah SK RKTUPHHK-HA tahun
2017 sepanjang 13.300 meter. Pembuatan
jalan ini telah selesai dikerjakan per
Desember 2017.

- Pemanenan : Implementasi di lapangan
pada saat penilikan ke-1, kegiatan
pemanenan berupa : perbaikan jalan

angkutan, dan estafet pengangkutan
(hauling) dari TPn ke TPn Antara Km 85 dan
Km 68, namun kegiatan tidak maksimal
karena terkendala hujan.

Realisasi LHP kayu pada tahun 2017 adalah
sebanyak 40.599,27 m3 dengan posisi stok
kayu sebagai berikut :

- Kayu yang sudah dimilirkan 15.361,10 m?

- Stok Kayu di TPK Antara Bunban 4.346,90
m3

- Stok Kayu di TPK Hutan 20.109,92 m?

Pencapaian produksi tercapai sebesar
82,31%.

- Penanaman / Pemeliharaan Tanaman
Implementasi di lapangan  ditemukan
kegiatan penanaman tahun 2017 pada blok
RKTUPHHK-HA 2016 berupa penanaman
pengayaan seluas 35 ha dan penanaman
Rehabilitasi seluas 18 Ha.

Realisasi penanaman pengayaan / rehabilitasi
tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Penanaman Pengayaan terealisasi seluas
35,00 ha dari rencana 35,00 ha atau
100,00%

- Penanaman Rehabilitasi terealisasi seluas
18,00 ha dari rencana 18,00 ha atau
100,00%

Realisasi pemeliharaan tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

- Pemeliharaan tanaman pengayaan seluas
35,00 ha dari rencana 35,00 ha atau
100,00%

- Pemeliharaan tanaman rehabilitasi seluas
18 ha dari rencana 18 ha atau 100,00%
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- Pembebasan Pohon Binaan : Tidak ada
alokasi kegiatan pembebasan pohon binaan
karena fungsi hutan areal kerja adalah HPT.

- Pengamanan dan Perlindungan Hutan
Implementasi kegiatan berupa sosialisasi dan
patroli kegiatan pencegahan tebangan liar,
pencegahan peladang berpindah, pence-
gahan perambahan hutan, dan perlindungan
flora dan fauna. Bentuk kegiatan sosialiasi
diantaranya adalah pemasangan plangplang
himbauan dan peringatan.

2.3.3. D BAIK | Tingkat kecukupan tegakan sebelum masak
Tingkat Kecukupan Potensi (Tetap) | tebang (pohon berdiameter 10-49 cm)
Tegakan sebelum Masak berdasarkan hasil cruising RKTUPHHK-HA tahun
Tebang 2017, 2018, maupun 2019 tidak terdapat data
(D) yang menunjukkan potensi tegakan tersebut
dikarenakan tidak dilakukan inventarisasi
tegakan.

PT. Karya Delta Permai telah melakukan
kegiatan Pengamatan Kecukupan Tegakan
Tinggal Pada Blok Tebangan RKTUPHHK-HA
tahun 2016 yaitu pada petak sampling 28 LL
(koordinat 0°25'22,1” LS dan 1140918'53,9” BT)
dan 32 KK (koordinat 00°24'37,8” LS dan
11402057,1” BT) pada tanggal 10-20 Juni
2017, dengan metode jalur berpetak secara
sistematik. Secara skematis penempatan petak-
petak pengamatan dibuat dengan panjang jalur
pengamatan 1 km dan lebar 20 m pada areal
hutan bekas tebangan Di dalam plot sampel
tersebut dibuat petak ukur untuk pengamatan
pohon ukuran 20 m x 20 m, sedangkan untuk
permudaan tingkat tiang 10 m x 10 m, Pancang
5m x5 m, dan Semai 2 m x 2 m dengan titik
pengamatan setiap 100 m dan plot pengamatan
berselang—seling di kanan dan kiri garis tengah
jalur.

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat hasil
perhitungan pada petak 28 LL didapatkan rata-
rata tingkat pohon per ha adalah 26,6 pohon /
ha dan pada petak 32 KK adalah sebanyak 26,5
pohon / ha atau rata-rata sebesar 26 pohon/ ha
(= 25 phn/ha).

2.3.4. CD BAIK Berdasarkan hasil kecukupan tegakan tinggal
Tingkat Kecukupan Potensi (Tetap) | Pada blok tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2016
Permudaan yaitu pada petak sampling 28 LL dan 32 KK
(CD) yang telah dilakukan PT. Karya Delta Permai
pada tanggal 10-20 Juni 2017, sebagaimana
tabel pada verifier 2.3.3. di atas, maka
didapatkan hasil permudaan sebagai berikut :
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- Tingkat Tiang :
Hasil perhitungan pada petak 28 LL
didapatkan rata-rata tingkat tiang per ha
adalah 148 batang/ha dan pada petak 32 KK
adalah sebanyak 146 batang/ha atau rata-
rata sebesar 147 batang/ha (= 100 btg/ha).

- Tingkat Pancang :
Hasil perhitungan pada petak 28 LL
didapatkan rata-rata tingkat pancang per ha
adalah 448 batang/ha dan pada petak 32 KK
adalah sebanyak 440 batang/ha atau rata-
rata sebesar 444 batang/ha (= 400 btg/ha).

Kesimpulan Indikator 2.3. 19/21 = 90,48% (BAIK)

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan
Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. D BAIK Terdapat SOP Reduced Impact Logging (RIL)
Ketersediaan Prosedur (Tetap) sebagaimana telah disampaikan pada saat

penilaian Resertifikasi dengan dokumen nomor :
) SPO/02/PROD-RIL/2010 dibuat oleh Khalid
Hutan Ramah Lingkungan Mudhofi, S.Hut (Kabag Produksi) tanggal 5
Januari 2010 # revisi 2, diperiksa Basuki, JP
(Manager Camp) tanggal 8 Januari 2011, dan
disetujui oleh Direktur Utama tanggal 15
Januari 2010)

SOP RIL yang telah dibuat telah memuat
kegiatan RIL secara keseluruhan, vyaitu
Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan
Kayu, Pemeliharaan, Kesehatan Camp dan K3
serta Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu. Pada
tabel berikut disajikan perbandingan antara SOP
RIL PT. Karya Delta Permai dengan Pedoman
RIL Indonesia tahun 2007 terbitan bersama
CIFOR, Departemen Kehutanaan dan ITTO.

Sampai dengan penilikan ke-1, tidak terdapat
revisi ataupun perubahan terhadap SOP
Reduced Impact Logging ini.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tersedia SOP
pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah
lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan
hutan, dan isinya sesuai untuk karateristik
kondisi setempat.

2.4.2. D SEDANG | Sampai dengan penilikan ke-1, terdapat
(Tetap) penambahan implementasi penerapan teknologi

ramah lingkungan yang telah dilakukan oleh PT.
Karya Delta Permai, antara lain :

Pemanfaatan / Pengelolaan

Penerapan Teknologi Ramah
Lingkungan
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- Penanganan sampah dengan memisahkan
sampah organik dan anorganik.

- Membuat bangunan untuk menyimpan
limbah B3 berupa Oli bekas, accu bekas dan
bahan berbahaya lainnya.

2.4.3. D SEDANG | PT. Karya Delta Permai telah melakukan

. pengamatan kerusakan tegakan tinggal pada

E:g;:f E?;:Jnsqzlrzr;r;regakan (Tetap) blok tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2017 yaitu

. pada petak sampling 19 M (koordinat

Keterbukaan Wilayah 0011'45,4” LS dan 11491359,5” BT) dan 18 K

(koordinat 0°10'36,5” LS dan 114°13'25,9” BT)
pada tanggal 10-20 Juli 2017.

- Plot contoh pengamatan ditentukan secara
purposive sampling, yaitu memilih 2 petak
tebang yang akan dilakukan penebangan
pohon. Pada masing-masing petak tebang
yang terpilih dibuat plot contoh pengamatan
berukuran 40 m x 20 m sebanyak 10 buah.
Setiap plot pengamatan  ditempatkan
sedemikian rupa sehingga didalamnya
terdapat 1 pohon yang ditebang. Untuk
meningkatkan akurasi data, maka sample
pohon tebang ditentukan sebanyak 10 pohon
yang diperoleh dari dalam plot pengamatan,
masing-masing berdiameter 50 - 59 cm
sebanyak 2 pohon, 60 — 69 cm sebanyak 2
pohon, 70 — 79 cm sebanyak 2 pohon, 80 -
89 cm sebanyak 2 pohon dan 90 cm keatas
sebanyak 2 pohon.

- Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat
hasil perhitungan pada petak 19 M
didapatkan rata-rata tingkat kerusakan
tegakan tinggal adalah 22,22% dan pada
petak 18 K adalah sebanyak 25,00% ha atau
rata-rata sebesar 23,58% (16-30%).

2.4.4. CD BAIK PT. Karya Delta Permai telah melakukan
pengamatan kerusakan tegakan tinggal pada
blok tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2017 yaitu
pada petak sampling 19 M dan 18 K pada
tanggal 20-30 Juli 2017, dimana masing-masing
petak diambil 10 pohon sampling, dengan hasil
perhitungan pada petak 21 M didapatkan rata-
rata Faktor Eksploitasi 0,88 dan pada petak 21
N adalah sebanyak 0,86 atau rata-rata adalah
0,87 (>0,7).

Kesimpulan Indikator 2.4. 17/21 = 80,95% (BAIK)

Limbah Pemanfaatan Hutan (Tetap)
Minimal
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5. Indikator No. 2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan /
Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Cb BAIK RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disetujui dan
Keberadaan Dokumen Rencana (Tetap) disahkan oleh Direktur PT. Karya Delta Permai
Kerja Jangka Pendek (RKT) secara self approval melalui SK Direktur

yang Disusun Berdasarkan IUPHHK PT. Karya Delta Permai Nomor _
Rencana Kerja Jangka Panjang 07/SK/DIR/KDP-PLK/1/2017 ta_mggal 03 Januari
(RKU) dan Disahkan Sesuai 2017, dengan Farget produksi tebangan seluas
2.300 ha dan jumlah pohon sebabnyak 18.757
pohon serta volume sebesar 49.323,16 m3
(TPTI dan Trace Jalan)

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disetujui dan
disahkan oleh Direktur PT. Karya Delta Permai
secara self approval melalui SK Direktur
IUPHHK PT. Karya Delta Permai Nomor
05/SK/DIR/KDP-PLK/I/2018 tanggal 03 Januari
2018, dengan target produksi tebangan seluas
2.434 ha dan jumlah pohon sebabnyak 13.355
pohon serta volume sebesar 46.630,33 m3
(Carry Over, TPTI dan Trace Jalan)

Peraturan yang Berlaku (Dinas
Prov, self approval)

2.5.2. D SEDANG | Terdapat kesesuaian antara peta kerja lokasi
Kesesuaian Peta Kerja dalam (Tetap) blok RKTUPHHK.-HA tah_un 2017 dan 2018
Rencana Jangka Pendek dengan peta kerja alokasi blok 2017 (VII) dan
dengan Rencana Jangka 2018 (VIII) pada RKUPHHK-HA berbasis IHMB

sebagaimana dijelaskan pada verifier 2.1.2,,
namun terdapat pengurangan jumlah sejumlah
4 petak pada tahun 2018 vyang tidak
dimasukkan dalam RKTUPHHK-HA.

- Di dalam peta kerja Revisi RKUPHHK-HA
berbasis IHMB tercantum dalam legenda
peta kerja RKUPHHK-HA berupa : pembagian
Blok Tebangan (2011-2020), Kawasan
Lindung seperti : Buffer zone Hutan Lindung,
Sempadan Sungai, KPPN, dan KPSL, serta
areal tidak produktif seperti : Kebun Bibit,
Hutan Prenget, dan PUP. Seluruh
peruntukan areal ini telah tergambarkan
dalam uraian peta kerja, sementara hutan
prenget sebaiknya dimasukkan dalam
kelompok kawasan lindung bukan hutan
tidak produktif.

- Di dalam peta kerja RKTUPHHK-HA tahun
2017 dan 2018 terdapat areal yang boleh
ditebang (warna kuning dan distempel), areal
Kawasan Lindung seperti : Bufferzone Hutan
Lindung, KPSL, dan KPPN, serta areal tidak
produktif seperti Kebun Bibit dan PUP.
Sementara  kawasan lindung  berupa
Sempadan Sungai dan hutan prenget
tergambarkan dalam peta kerja, namun
dalam legenda tidak tergambarkan

Panjang
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2.5.3. D BAIK Terdapat implementasi peta kerja berupa
Implementasi Peta Kerja Berupa (Naik) penandaan di lapangan yaitu : batas blok dan
Penandaan Batas Blok petak yang akan ditebang dan kawasan lindung
Tebangan / Dipanen / atau areal tidak produktif.
Dimanfaatkan / Ditanam / Dengan menggunakan metode pdf maps
Dipelihara beserta Areal yang dilakukan uji petik terhadap beberapa titik
Ditetapkan sebagai Kawasan tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017
Lindung (untuk Konservasi/ dan 2018 serta kawasan lindung berupa
buffer zonel pelesta-rian sempada sungai, hasil uji petik tersebut
y #77/ ligi /budaya / menunjukkan terdapat kesesuaian antara peta
plasma nutian | religl /ou ayg kerja dengan lapangan.
sarana prasarana dan Penelitian Uraian kondisi d b tiap tanda diat
p raian kondisi dan gambar setiap tanda diatas
& Pengembangan) telah diuraikan pada verifier 2.1.2 dan 2.1.3.
2.5.4. D BAIK Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI periode
Kesesuaian Lokasi. Luas (Tetap) Desember 2017 didapatkan pencapaian realisasi

Kelompok Jenis dan Volume
Panen dengan Dokumen
Rencana Jangka Pendek

produksi sebagai berikut : Realisasi volume
tebangan total dan per kelompok jenis tahun
2017 mencapai 82,31% (70-105%) dari
rencana tebangan tahunan dan lokasi panen
sesuai dengan RKTUPHHK-HA yang disahkan
serta tidak melebihi luas yang direncanakan
(realisasi luas 77,61%).

Kesimpulan Indikator 2.5.

19 /21 = 90,48% (BAIK)

6. Indikator No. 2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-
investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam
Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan,
serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia
NOMOR DAN JUDUL
T BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. CD SEDANG | Terdapat Laporan Keuangan PT. Karya Delta

Kondisi Kesehatan Finansial

(Tetap)

Permai yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 dan telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Drs. Arief H.P. & Rekan melalui
Laporan Laporan Auditor Independen Nomor :
21.06.04/GA-U/AHP/2017 tanggal 21 Juni 2017,
dan didapatkan kondisi finansial sebagai berikut

- Opini Kantor Akuntan Publik adalah wajar
dengan pengecualian, laporan keuangan
terlampir secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT. Karya
Delta Permai, Banjarmasin tanggal 31
Desember 2016 dan 2015, dan hasil usahan
dan saldo laba serta arus kas untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa AKuntabilitas Publik.
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- Berdasarkan metode lancar / current ratio
dengan membandingkan antara total aktiva
lancar dengan hutang jangka pendek /
lancar, maka didapatkan nilia likuiditas
sebagai berikut :

Nilai Likuiditas = Nilai aktiva lancar Rp.
49.211.436.752,- / hutang lancar Rp.
9.706.512.996,- maka didapatkan nilai
sebesar 506,99% (>150%)

- Berdasarkan metode debt ratio dengan
membandingkan antara total aktiva dengan
total hutang, maka didapatkan nilai
solvabilitas sebagai berikut :

Nilai Solvabilitas = nilai total aktiva Rp.
61.846.504.789,- / total hutang Rp.
47.431.822.624,-, maka didapatkan nilai
sebesar 130,39% (100-150%)

- Berdasarkan analisis perbandingan antara
laba dengan aktiva, maka didapatkan nilai
rentabilitas sebagai berikut :

Nilai Rentabilitas = nilai laba operasi Rp.
1.745.804.775,- dan nilai total aktiva Rp.
61.846.504.789,- maka didapatkan nilai
sebesar 2,82% (positif)

Kondisi finansial PT. Karya Delta Permai adalah
sebagai berikut : Opini wajar dengan
pengecualian (Baik), Likuiditas >150% (Baik),
Solvabilitas 100-150% (Sedang), & Rentabilitas
(+) (Baik).

2.6.2. Ccb BAIK Terdapat rencana tahun 2016 (RKAP) dan
(Tetap) realisasi anggaran _tahun 2016 (Lapora_n
Cukup berdasarkan laporan Keuangan yang diaudit), Kelompok dan Jenis

Kegiatan PT. Karya Delta Permai Camp Briwit,
penatausahaan keuangan yang didapatkan seluruh kegiatan yang meliputi :
dibuat sesuai dengan Pedoman Perencanaan, Pemanenan, Pembinaan Hutan,
Pelaporan Keuangan Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan
Pemanfaaran Hutan Produksi Hutan, Kewajiban Kepada Lingkungan dan
(yang telah diaudit oleh Sosial, Penelitan  dan  Pengembangan,
akuntan publik) Pembangunan Sarana dan Prasarana,
Kewajiban kepada Negara, dan Administrasi
Umum.

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun
2016, RKAP Tahun 2016, RKAP Tahun 2017,
dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 PT. Karya

Delta Permai didapatkan ketercapaian biaya

sebagai berikut :

- Ketercapaian biaya pengelolaan hutan untuk
tahun 2016 adalah sebesar 86,06% dimana
terealisasi sebesar Rp. 47.679.079549,- dari
rencana 55.399.688.160,-. Dimana persen

Realisasi Alokasi Dana Yang
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ketercapaian terendah adalah pada kegiatan
Penanaman Tanah Kosong yaitu sebear
27,16%

- Ketercapaian biaya pengelolaan hutan untuk
tahun 2017 (Un-audited) adalah sebesar
82,75% dimana terealisasi sebesar Rp.
44.868.501.155,- dari rencana
54.221.905.256,-. Dimana persen
ketercapaian terendah adalah pada kegiatan
sarana dan prasarana yaitu sebesar 70,04%.

2.6.3. CD BURUK | Realisasi alokasi dana yang proporsional untuk
seluruh bidang kegiatan baik dari aspek
perencanaan, pemanenan, pembinaan hutan,
kelola lingkungan dan sosial, Litbang
Kehutanan, pengendalian kebakaran, kewajiban
kepada negara dan Sarana prasarana,
berdasarkan laporan keuangan tahun 2016
yang telah diaudit dan dokumen RKAP 2017
serta Realisasi Anggaran tahun 2017 PT. Karya
Delta Permai , didapatkan realisasi alokasi dana
yang proporsional sebagai berikut :

- Berdasarkan rencana tahun 2016 (RKAP) dan
realisasi anggaran tahun 2016 (Laporan
Keuangan yang telah diaudit), Kelompok dan
Jenis Kegiatan PT. Karya Delta Permai Camp
Briwit, didapatkan : pencapaian realisasi
tertinggi adalah pada kegiatan Pemeliharaan
Batas Areal sebesar 571,49% dan terendah
kegiatan Penanaman Tanah Kosong sebesar
27,16% atau terdapat perbedaan sebesar
544,33% (>50%)

- Berdasarkan dokumen realisasi anggaran
tahun 2017 (Laporan Tahunan Kegiatan
Pengusaan Hutan Tahun 2017), didapatkan :
pencapaian realisasi tertinggi adalah pada
kegiatan penelitian dan pengembangan
sebesar 109,76% dan terendah kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana sebesar
70,04% atau terdapat perbedaan sebesar
39,72% (20-50%)

2.6.4. CD BAIK Terdapat pendanaan tahun 2016 untuk
Realisasi Pendanaan Yang (Tetap) kegiatan teknis kehutanan berupa perencanaan,
Lancar pembinaan hutan, kebakaran dan perlindungan
hutan, kewajiban kepada lingkungan dan sosial,
rata-rata keterapaian 86,06 (>80%) dari
anggaran yang direncanakan.

Berdasarkan realisasi fisik kegiatan
perencanaan hutan yang tercapai 100% dan
alokasi biaya tercapai 136% serta realisasi fisik
kegiatan pembinaan hutan mencapai 99,82%
dan alokasi biaya pembinaan hutan hanya
dengan 51,75%. Maka secara umum realisasi

Realisasi Alokasi Dana Yang (Turun)
Proporsional
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pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
berjalan lancar sesuai dengan tata waktunya.

2.6.5. D BAIK Terdapat modal yang ditanamkan kembali ke
Modal yang Ditanamkan (Tetap) | hutan berupa kegiatan pembinaan hutan,
(kembali) Ke Hutan pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan
sosial, penelitian dan pengembangan, serta
pengendalian kebakaran dan pengamanan
hutan, Penelitian & Pengembangan, adapun
nilai ketercapaian biaya pembinaan hutan
adalah sebagai berikut : realisasi tahun 2016
maka didapatkan realisasi sebesar 119,14%
dan tahun 2017 sebesar 102,96%

Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan
hutan, perlindungan hutan dan penanaman
tanah kosong di areal pemegang izin oleh
IUPHHK-HA > 80%.

2.6.6. CD BAIK Berdasarkan hasil telaah pada dokumen
Realisasi Kegiatan Fisik (Tetap) | Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI Desember
Penanaman / Pembinaan Hutan 2017 PT. Karya Delta Permai didapatkan data
realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan
hutan pada tahun 2017 vyaitu sebesar >98%
dari target yang direncanakan, secara rinci
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

- Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI dan Non
TPTI Periode Desember 2017 didapatkan :
Realisasi Penanaman Pengayaan,
Rehabilitasi, Tanah Kosong, Kiri Kanan Jalan,
terealisasi 100%. Kegiatan Pemeliharaan
Tanaman Pengayaan, Rehabilitasi, Tanah
Kosong, dan Kiri Kanan Jalan terealisasi
100%. Hanya kegiatan Pengadaan Bibit yang
terealisasi 98,40%.

- Rata-rata seluruh kegiatan pembinaan hutan
tercapai 99,82%.

Kesimpulan Indikator 2.6. 18/21 = 85,71% (BAIK)

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator No. 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada
Setiap Tipe Hutan

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.11 D BAIK Luas kawasan lindung telah dirinci dalam
Luasan kawasan dilindungi (Naik) dokumen AMDAL (1999) yang telah disetujui

oleh Komisi Amdal Pusat Dephutbun No.
1755/Menhutbun-11/1999 pada tanggal 14
Oktober 1999, dokumen RKU berbasis IHMB

periode 2011-2020 (2011), dokumen revisi
RKU berbasis IHMB periode 2011-2020 (2013),
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dan dokumen revisi RKU berbasis IHMB
periode 2011-2020 (2015), serta untuk
operasional di lapangan didukung oleh surat
keputusan direksi PT. KDP No. 12/SD/DIR/KDP-
PLK/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang
Penetapan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-
HA PT KDP dan telah sesuai dengan kondisi
biofisiknya.

3.1.2 D SEDANG | - Prosentase KL yang sudah di tata batas dan
ditandai di lapangan, terdapat realisasi
penambahan penataan batas KL sepanjang
10 km menjadi total yang sudah ditandai

Penataan kawasan dilindungi (Tetap)
(persentase yang telah

ditandai, tanda batas dikenali) sepanjang 312,27 km (59,86%) dari
panjang batas kawasan lindung yang
seharusnya

- Berdasarkan SOP Tata Batas KL /
Konservasi (No. SPO/09/KELING-TBKL/2010),
batas kawasn lindung berupa pal batas yang
dicat berwarna kuning mencolok, sementara
batal KL yang ditemukan dilapangan, untuk
sempadan sungai berupa polet bergaris
tunggal dan tegak yang berwarna merah
pada pohon yang masih hidup dan untuk
areal KPPN, KPSL berupa polet garis miring
ganda 3 strip yang berwarna merah, sedang
tanda batas BZ-HL Lempunyat berupa polet
garis miring ganda 5 strip yang berwarna
merah. Tanda batas areal kawasan
lindung secara umum tidak sesuai
dengan SOP yang ada.

3.1.3 D SEDANG | - Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada,
diketahui bahwa terdapat areal kawasan
lindung yang tidak berhutan seluas 3.658,41
ha dengan tutupan vegetasi berupa belukar
tua dan belukar muda. Dengan adanya
kenyataan ini, maka auditee wajib
melaksanakan  terselenggaranya  fungsi
lindung dari kawasan lindung yang tidak
berhutan, antara lain dapat dicapai dengan
cara menghutankan kembali kawasan
lindung dengan cara penanaman.

- Hasil uji petik lapangan terhadap kondisi
tutupan lahan kawasan lindung di areal KPSL
petak 30LL pada posisi koordinat sekitar
S 0%25'31” dan E 114°23'43", KPSL petak 29Z
pada posisi koordinat sekitar S 0°18'40” dan
E 114°19'37”, areal KPPN petak 28Y pada
posisi koordinat sekitar S 0°1827” dan
E 114°19'30”, areal sempadan Sungai Danum
Tolung pada posisi koordinat sekitar
50°12'04” dan E 114°14'31", dan areal BZ-
HL Lempunyat pada posisi koordinat sekitar
S 0%047" dan E 114°21'09”, menunjukkan

Kondisi penutupan kawasan (Tetap)
dilindungi
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tutupan vegetasi masih baik berupa hutan,
tetapi di areal sempadan Sungai Danum
Tolung telah dibangun banyak sekali
pondok-pondok masyarakat yang
melakukan kegiatan penambangan
emas tanpa izin (PETI) yang sudah mirip
dengan perkampungan dan di areal KPSL
petak 30LL terdapat spot-spot berupa

tanah terbuka sampai belukar muda
dan semak.

- Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan
luas dengan cara tumpang susun antara peta
tutupan lahan hasil penafsiran citra dan areal
kawasan lindung, maka diperoleh luas total
areal KL yang masih berhutan
berdasarkan hasil penafsiran citra landsat
adalah sekitar 8.453,59 ha (69,80%) dari
luas total kawasan lindung sebesar 12.112 ha

3.1.4 CcD SEDANG | - Selama periode setahun terakhir, setelah
audit resertifikasi yang dilaksanakan tahun
lalu (2017) sampai dilakukannya audit
penilikan ke-1 saat ini (tahun 2018), tidak
terdapat tambahan  bukti terkait
sosialisasi/pengakuan para pihak terhadap KL
di areal PT. KDP.

- PT. KDP telah melakukan wupaya untuk
mendapat pengakuan kawasan lindung
khususnya dari desa-desa sekitar hutan
dengan melaksanakan sosialisasi akan
keberadaan kawasan lindung dalam areal PT.
KDP, namun belum semua desa-desa sekitar
hutan yang merupakan desa binaan PT. KDP
telah dilaksanakan sosialisasi

- Hasil uji petik lapangan terhadap kondisi
tutupan lahan kawasan lindung di areal
sempadan Sungai Danum Tolung pada
posisi koordinat sekitar S 0°12’01” dan
E 114°14'36”, menunjukkan tutupan vegetasi
di areal sempadan Sungai Danum Tolung
sebagian telah berubah menjadi tanah
terbuka karena telah dibangun banyak
sekali pondok-pondok masyarakat yang
melakukan kegiatan penambangan emas
tanpa izin (PETI) di Sungai ini, yang sudah
mirip dengan perkampungan. Berdasarkan
Laporan patroli selama tahun 2017,
pertumbuhan bangunan pondok ini

cenderung meningkat dari waktu ke
waktu. Hal ini berarti bahwa terdapat

gangguan terhadap areal kawasan lindung
yang ada dalam areal PT. KDP, hal ini
mengindikasikan bahwa belum semua
masyarakat  sekitar  hutan  mengerti,
mengetahui, dan/atau mengakui akan fungsi

Pengakuan para pihak (Tetap)
terhadap kawasan dilindungi
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dan keberadaan kawasan lindung
3.1.5 D SEDANG | PT. KDP telah membuat laporan pengelolaan
Laporan pengelolaan kawasan (Tetap) kawasan lindung yang mencakup sebagian

lindung hasil tata ruang
areal/land scaping sesuai
RKL/RPL dan/atau tata ruang
yang ada di dalam RKU

jenis kawasan lindung yang ada di arealnya,
yakni pengelolaan sempadan sungai,
pengelolaan BZ-HL, pengelolaan KPPN, dan
Pengelolaan KPPS, sedang yang belum tersedia
laporan pengelolaannya adalah pengelolaan
terhadap areal konservasi hutan prenget

Kesimpulan Indikator 3.1.

20/27 = 74,07% (SEDANG)

2.

Indikator No. 3.2 : Perlindungan

dan pengamanan hutan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.2.1

Ketersediaan prosedur
perlindungan yang sesuai
dengan jenis-jenis gangguan
yang ada

D

SEDANG
(Tetap)

- PT. KDP telah memiliki sejumlah SOP terkait
perlindungan dan pengamanan hutan yang
mencakup sebagian jenis-jenis gangguan
yang ada di arealnya.

- SOP yang belum ada adalah SOP terkait
pengendalian penambangan emas tanpa izin
(PETI) dan SOP terkait pengendalian hama
dan penyakit

- Khusus untuk SOP Pengendalian Kebakaran
Hutan (No:  SOP/50/KELING-PKH/2015)
belum mengacu ke Permen LHK No.
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang
pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
terkait sarana-prasarana yang dibutuhkan,
SDM dan kompetensi personil yang
diperlukan, serta kegiatan-kegiatan minimal
yang perlu dilakukan

3.2.2

Sarana prasarana
perlindungan gangguan hutan

SEDANG
(Tetap)

PT. KDP telah memiliki sarana prasarana
perlindungan hutan, tetapi jumlah dan jenisnya
belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No.
P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan, antara lain
jumlah dan jenis sarana perlengkapan
pribadi, perlengkapan untuk setiap regu,
peralatan mekanis, dll.

3.2.3
SDM perlindungan hutan

SEDANG
(Tetap)

- PT. KDP telah memiliki SDM perlindungan
hutan, vyakni: (a) personil satpamhut
berjumlah 6 (enam) orang tetapi kualifikasi
personil belum sepenuhnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku yakni SK Menhut No.
523/Kpts-11/93, dan (b) personil dalkarhutla
dengan jumlah yang cukup, tetapi
kompetensinya belum sesuai dengan
Permen LHK No. P.32 tahun 2016.
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- Terkait kegiatan pengamanan hutan, jika
diperlukan, PT KDP juga dibantu dan telah
bekerjasama dengan Polsek Tanah Siang dan
dan Kodim 1013 Muara Teweh/Koramil 1013-
10 Saripoi.

- Selain itu, PT. KDP belum membentuk regu
perbantuan (MPA-Masyarakat Peduli Api)
dalam rangka mendukung pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

3.2.4 D SEDANG | - Terdapat implementasi kegiatan
perlindungan hutan yang telah dilaksanakan
oleh PT. KDP melalui kegiatan (a) preemtif
(sosialisasi, baik secara langsung maupun
tidak langsung), (b) preventif (pencegahan)
antara lain seperti kegiatan patroli, dan
(c) represif (penindakan) dengan
melaporkan kegiatan illegal loging dan PETI
ke aparat terkait, walaupun demikian,
berdasarkan laporan hasil patroli sampai
dengan bulan Desember 2017 dan observasi
lapangan, masih banyak ditemuan
kegiatan illegal loging yang tersebar
dalam areal dan kegiatan PETI, bahkan
kegiatan PETI di Sungai Danum Tolung
cenderung meningkat.

Kegiatan-kegiatan yang masih kurang dan/atau

belum dilakukan oleh PT. KDP dalam rangka

kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan,
antara lain: (a) PT. KDP belum membentuk
regu perbantuan (MPA) dalam rangka
menunjang upaya pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan, (b) Berdasarkan
PP No. 45 tahun 2004, maka PT KDP belum
sepenuhnya melakukan inventarisasi lokasi
rawan kebakaran, dan inventarisasi factor
penyebab kebakaran, yang dituangkan dalam
bentuk Peta Rawan Kebakaran dengan
tambahan informasi didalamnya seperti jalur-
jalur patroli atau informasi penting lainnya
seperti lokasi embung air, lokasi pos pantau,
atau jalur-jalur sekat bakar hijau/kuning atau
sesuai SOP dll, serta melakukan sosialisasi
kepada regu Satgas Damkarhut,

(c) Berdasarkan Perdirjen PHKA No. P.24/IV-

SET/2014, unit manajemen harus membuat

laporan kegiatan perlindungan hutan

(terutama kegiatan pengelolaan

kebakaran) secara periodik ke instansi

terkait sesuai dengan arahan dan format
dalam peraturan tersebut. Selama periode
setahun terakhir, PT KDP telah membuat
laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan
dan lahan tetapi belum tersedia bukti bahwa
laporan tersebut telah diserahkan ke instansi

Implementasi perlindungan (Tetap)
gangguan hutan (preemptif/
preventif/ represif)
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terkait, dan (d) PT. KDP_belum melakukan
melakukan deteksi dini melalui pemantauan
hotspot dengan menggunakan link yang ada
seperti  http.//sipongi.menihk.go.id,  http://
geospasial.bnpb. go.id/monitoring/hotspot/
dan/atau google earth

Kesimpulan Indikator 3.2.

16/24 = 66,67% (SEDANG)

3.

Indikator No. 3.3.: Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air

Akibat Pemanfaatan Hutan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.3.1

Ketersediaan prosedur
pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah & air

D

SEDANG
(Tetap)

- PT KDP telah memiliki prosedur pengelolaan
terhadap sebagian dampak terhadap tanah
dan air akibat pemanfaatan hutan.

- SOP yang belum tersedia atau masih kurang
antara lain (a) SPO Pengelolaan Sampah
(No: SPO/17/KELING-PS/2010), yang juga
termasuk didalamnya pengelolaan LB3
belum mengacu kepada peraturan terbaru,
yakni PP No. 101 tahun 2014 tanggal 17
Oktober 2014 tentang Pengelolaan Limbah
B3, dan (b) SPO Pengukuran dan Pengolahan
Data Erosi Tanah (No: SPO/04/KELING-
DET/2010), Revisi ke 2, Nomor Revisi:
SPO/KDP/4. Dalam SOP ini tidak diperinci
terkait cara pengambilan sampel dan analisis
data sampel terkait erosi. Selain itu, SOP ini
tidak mencantumkan dokumen yang diacu,
sehingga bentuk dan dimensi bak erosi yang
disajikan dalam SOP ini tidak umum dan
tidak standar berdasarkan kaidah ilmiah yang
berlaku umum

3.3.2

Sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

SEDANG
(Tetap)

- PT. KDP telah meiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan  dampak tetapi  belum
sepenuhnya sesuai dengan  dokumen
perencanaan, peraturan yang berlaku,
dan/atau SOP yang ada.

- Hal-hal yang masih kurang seperti (a) PT.
KDP belum memiliki ijin TPS limbah dari
instansi terkait, dan (b) PT. KDP belum
memiliki sarana pemantauan seperti SPAS
sebagaimana direncanakan dalam dokumen
RKL (1999)

3.3.3

SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

BAIK
(Tetap)

PT. KDP telah memiliki personil untuk
kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak,

dengan jumlah Ganis PHPL Binhut sebanyak 5
(lima) orang dan telah sesuai dengan jumlah
minimal yang dipersyaratkan peraturan yang
berlaku,
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3.3.4

Rencana dan implementasi
pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air (teknis sipil dan
vegetatif)

SEDANG
(Tetap)

PT. KDP telah memiliki dokumen
perencanaan pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air dan sudah diimplementasikan
sebagian.

Kegiatan pengelolaan yang masih kurang
atau belum dilaksanakan antara lain (a) PT.

KDP telah melakukan pengelolaan LB3 tetapi
belum sepenuhnya memenuhi peraturan
yang berlaku yakni PP No. 101 tahun 2014
tanggal 17 Oktober 2014 tentang
Pengelolaan Limbah B3, seperti belum
memiliki izin TPS LB3 dari instansi terkait
dan/atau kondisi lantai area workshop yang
belum kedap air air sehingga ceceran oli
langsung masuk dan meresap kedalam
tanah, (b)di area bengkel tidak tersedia
saluran/jebakan, solar atau oli bekas,
(c) tempat sampah atau tong-tong sampah
yang belum sepenuhnya memisahkan
sampah berdasarkan jenis sampah (organik/
anorganik), (d) belum tersedia data base
yang berkesinambungan terkait LB3 yang
dihasilkan, dll

3.35

Rencana dan implementasi
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

SEDANG
(Tetap)

PT. KDP telah memiliki

pemantauan
diimplementasikan

dokumen rencana
dan telah
Kegiatan

dampak
sebagian.

pemantauan yang belum dilaksanakan adalah
pemantauan sedimentasi di badan air.

3.3.6

Dampak terhadap tanah dan
air

SEDANG
(Tetap)

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang
besar dan penting terhadap tanah dan air,
serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai
ketentuan

Hasil uji petik lapangan di beberapa anak
sungai yang dilewati jembatan dalam areal
PT. KDP, terlihat air sungai yang bervariasi
dari agak keruh sampai cukup jernih,

kecuali air Sungai Danum Tolung yang
sangat keruh berlumpur berwarna kuning

akibat banyaknya kegiatan PETI di sepanjang
sungai ini.

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan
data hasil pemantauan erosi selama
tahun 2017 pada bak pantau erosi yang
terletak di petak 30 LL RKT 2016 yang
terdapat dalam Laporan hasil konservasi
tanah dan air tahun 2017, diperoleh data laju
erosi sebesar 16,1 ton/ha/tahun. Nilai laju
erosi ini jika diterapkan  terhadap
berdasarkan kriteria yang terdapat dalam PP
No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian
Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
dan dengan menganggap kedalaman rata-
rata solum tanah di wilayah ini sekitar 150
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cm, maka nilai laju erosi ini tergolong
kedalam kelas laju erosi sangat berat dari
5 (lima) kelas laju erosi yakni SR (sangat
ringan), R (ringan), S (sedang), B (berat),
dan SB (sangat berat).

- Kegiatan pengelolaan LB3 sudah dilakukan,
tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Masih ditemukan
adanya ceceran oli bekas dan/atau ceceran
bbm solar di sekitar areal bengkel, rumah
genset di basecamp produksi, atau di sekitar
tangki penampungan bbm solar.

- PT. KDP telah melakukan pengelolaan limbah
domestik seperti sampah. Di basecamp Briwit
km 70 telah tersedia tempat-tempat sampah,
tetapi tempat-tempat sampah tersebut
belum sepenuhnya memisahkan atau
membedakan antara tempat sampah organik
dan/atau tempat sampah anorganik. Selain
itu, juga telah tersedia sarana TPA yang
berjarak sekitar 500 m dari basecamp Briwit,
dan juga tersedia dua buah lubang di TPA
untuk memisahkan antara sampah domestik
dan sampah lainnya seperti B3, ban bekas,
dll.

Kesimpulan Indikator 3.3.

26/36 = 72,22% (SEDANG)

4. Indikator No. 3.4 : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau
Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah
(threatened) dan Endemik
NOMOR DAN JUDUL
VERIEIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 D SEDANG | PT KDP telah memiliki prosedur identifikasi
Ketersediaan prosedur (Tetap) | flora dan fauna dilindungi dan/atau langka,

identifikasi flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan
endemik mengacu pada
perundangan/ peraturan yang
berlaku

jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin, tetapi SOP
masih bersifat umum dan belum menyajikan
secara rinci proses dan langkah kegiatan
identifikasi, sampai kepada penetapan status
konservasi flora dan/atau fauna dengan
memanfaatkan minimal PP 7/1999, IUCN
Redlist, dan Appendix CITES. Selain, itu, khusus
untuk  SOP Identifikasi Satwa (No:
SPO/11/KELING-IS/2010), Revisi ke: 2 belum
sepenuhnya mengacu ke peraturan yang
berlaku seperti PP No0.7/1990; IUCN redlist;
dan/atau Appendix CITES. Kedua peraturan
atau konvensi internasional tersebut diatas
harus diacu dan diimplementasikan karena
Indonesia telah turut menandatangani aturan
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atau konvensi internasional tersebut
3.4.2 D SEDANG | - Selama periode setahun terakhir, setelah
Implementasi kegiatan (Tetap) audit resertifikasi yang dilaksanakan tahun
identifikasi lalu (2017) sampai dilakukannya audit

penilikan ke-1 saat ini (tahun 2018), tidak
terdapat bukti kegiatan/laporan terkait
implementasi kegiatan identifikasi flora dan
fauna dilindungi.

- Berdasarkan data yang ada, PT. KDP telah
melakukan kegiatan identifikasi flora dan
fauna yang mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin, tetapi hasil kegiatan
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi
belum sepenuhnya dirinci berdasarkan
status konservasinya, seperti sifat endemik-
nya, status perlindungannya menurut per-
aturan yang berlaku PP 7/1999, tingkat kera-
wanannya menurut RedList IUCN, dan aturan
perdagangannya menurut Appendix CITES

Kesimpulan Indikator 3.4.

8/12 = 66,67% (SEDANG)

5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk:
a.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemik
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 D SEDANG | PT. KDP telah memiliki SOP pengelolaan flora
Ketersedian prosedur pengelo- (Tetap) | dilindungi, namun SOP pengelolaan flora masih
laan flora yang dilindungi bersifat umum, dan belum spesifik/berbasis
mengacu pada peraturan jenis flora dilindungi  berdasarkan hasil
perundangan yang berlaku identifikasi flora sebelumnya. Selain itu,
kegiatan pengelolaan flora belum
sepenuhnya mengadopsi  bentuk-bentuk
kegiatan pengelolaan flora yang direncanakan
dalam dokumen RKL (1999)
3.5.2 D SEDANG | - PT. KDP belum sepenuhnya melakukan
Implementasi kegiatan (Tetap) kegiatan pengelolaan flora berbasis jenis

pengelolaan flora sesuai dengan
yang direncanakan

flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi
flora sebelumnya, seperti memberi tanda
atau label pada jenis pohon dilindungi yang

ditemukan di lapangan, terutama yang
berada di sekitar atau dipinggir jalan
angkutan.

- PT. KDP baru melakukan sebagian dari
banyak sekali bentuk-bentuk kegiatan
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pengelolaan flora yang ada dalam SOP
3.5.3 D SEDANG | - Berdasarkan Laporan Sosialisasi, Patroli
Kondisi spesies flora dilindungi (Tetap) Pegamanan Hutan tahun 2017, terekam
beberapa penemuan kegiatan illegal

dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik

loging hampir terjadi setiap bulan, yang
terjadi di jalan koridor km 62 pada Januari

2017, blok RKT 2016 dan jalan koridor km 45
s.d km 66 pada Februari 2017, koridor km
70 s.d km 90 pada Maret 2017, jalan koridor
km 60 pada April 2017, main road km 70 s.d
km 80 pada Agustus 2017, blok RKT 2013
pada September dan Oktober 2017, dan blok
RKT 2015 pada November 2017.

- Berdasarkan hasil uji petik lapangan, masih

banyak ditemukan kegiatan ilegal
loging dalam areal PT. KDP dan jenis-
jenis kayu yang banyak diambil adalah jenis
ulin. Kegiatan ilegal loging yang ditemukan
selama observasi lapangan berupa balok-
balok atau papan dari jenis ulin yang
ditemukan di beberpa lokasi blok RKT 2017
pada posisi koordinat sekitar S 0°10'46” dan
E 114°14'03” dan pada posisi koordinat
sekitar S 0°10'48” dan E 114°14'06”, areal
KPSL petal 30-LL pada posisi koordinat
sekitar S 0°2525” dan E 114°23'43”, dan
ASDG pada posisi koordinat  sekitar
S 0°25'00” dan E 114%23723".

- Kesimpulan auditor secara umum adalah
terdapat gangguan terhadap kondisi
sebagian species flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal pemegang
izin, seperti jenis ulin

Kesimpulan Indikator 3.5.

12/18 = 66,67% (SEDANG)

6. Indikator No. 3.6 : Pengelolaan Fauna untuk:
a.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
b.Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

3.6.1 D
Ketersedian prosedur

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

SEDANG
(Tetap)

PT. KDP telah memiliki SOP pengelolaan
fauna dilindungi, namun SOP pengelolaan

pengelolaan fauna yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang
berlaku, dan tercakup kegiatan
perencanaan, pelaksana,

fauna masih bersifat umum, dan belum
spesifik/berbasis  jenis  fauna  dilindungi
berdasarkan hasil identifikasi fauna
sebelumnya. Selain itu, kegiatan pengelolaan

fauna belum sepenuhnya mengadopsi
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kegiatan, dan pemantauan) bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang
direncanakan dalam dokumen RKL (1999)

3.6.2 D SEDANG | PT. KDP telah melakukan kegiatan pengelolaan

Realisasi pelaksanaan kegiatan (Tetap) fauna yang sudah mengarah ke pengelolaan

pengelolaan fauna sesuai berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan

dengan yang direncanakan hasil identifikasi fauna sebelumnya, namun
baru melakukan sebagian dari banyak sekali
bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna
sebagaimana yang ada dalam SOP

3.6.3 D SEDANG | - Selama melakukan observasi lapangan, di

Kondisi species fauna dilindungi (Tetap) beberapa lokasi masih dijumpai beberapa

dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik

jenis fauna termasuk jenis fauna yang
dilindungi seperti burung elang vyang
ditemukan dalam perjalanan menuju areal
KPPN petak 28-Y, burung murai di areal KPSL
petak 29-Z, babi, kijang, dan burung kukoh
(sejenis punai besar) di sekitar areal KPPN
petak 28-Y. Selain itu, juga ditemukan
sisa-sisa bulu dan potongan cakar dari
burung rangkong/enggang, yang
kemungkinan besar merupakan ulah para
pemburu satwa, dan alat bantu lem
burung untuk menjerat burung milik
penjerat burung vyang tertinggal dan
ditemukan di areal BZ-HL Lempunyat.

- Berdasarkan hasil wawancara auditor
sosial dengan masyarakat Olung Balo RT 3
sekitar km 66 main road PT. KDP diketahui
bahwa mereka masih biasa berburu
satwa, dan jenis satwa yang biasa mereka
dapatkan antara lain babi, kjang, dan
kancil.

- Kesimpulan auditor secara umum adalah
terdapat gangguan terhadap kondisi

sebagian spesies fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan terancam punah

dan endemik vyang terdapat di areal
pemegang izin, seperti kijang, kancil,
dan/atau burung enggang

Kesimpulan Indikator 3.6.

12/18 = 66,67 (SEDANG)
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Indikator No. 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang
izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau
masyarakat setempat.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.1.1.

Ketersediaan dokumen/laporan
mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak
dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat,
dan rencana pemanfaatan SDH
oleh pemegang izin.

D

SEDANG
(Tetap)

Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2017),
tidak terdapat tambahan dokumen baru terkait
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat dan identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat, dokumen yang ada sama seperti
pada Penilaian sebelumnya.

PT KDP memiliki dokumen identifikasi
peladangan  masyarakat namun  belum
mencakup keseluruhan kegiatan perladangan
yang ada dan terdapat Hasil Inventarisasi HHBK
terhadap sebagian areal PT KDP (di Ex RKT
2013, 2014 dan 2015), dokumen yang ada
belum memberikan informasi yang lengkap
terhadap kondisi lapangan PT KDP secara
keseluruhan.

Sedangkan dalam rencana pemanfaatan SDH
PT KDP dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-
HA Periode 2011-2020 yang telah mendapat
pengesahan, RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang
telah disahkan oleh Direktur PT KDP (Self
approval), sedang untuk Rencana Kelola Sosial
tersedia Rencana Operasional PT KDP Tahun
2017.

4.1.2.

Tersedia mekanisme
pembuatan batas / rekon-
struksi batas kawasan secara
partisipatif dan penyelesaian
konflik batas kawasan

CD

BAIK
(Tetap)

PT KDP memiliki mekanisme penataan batas
/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif
dan penyelesaian konflik batas kawasan yang
lengkap  dan disepakati para pihak yang
dituangkan dalam SPO Deliniasi Batas Kawasan
dengan Kawasan Komunitas Setempat, SPO
Mekanisme Penyelesaian dengan Masyarakat
dan SPO Penanganan Klaim dan Keluhan

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP PT
KDP yang ada telah sesuai dan relevan dengan
kondisi di lapangan.

4.1.3.

Tersedia mekanisme pengakuan
hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan
pemanfaatan SDH

SEDANG
(Turun)

Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2107),
tidak terdapat tambahan dokumen baru terkait
mekanisme pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfaatan
SDH, mekanisme atau SOP yang ada tertuang
dalam SPO Pembinaan Masyarakat Desa
Hutan (PMDH), SOP Mekanisme Pembuatan
Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat dan
SOP Upacara Adat Ketuk Pintu.
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Hasil telaahan terhadap SOP yang dimiliki PT
KDP, tidak terdapat mekanisme yang mengatur
perihal pengakuan hak-hak dasar masyarakat
hukum adat atau setempat terhadap hutan
(seperti hak akses masyarakat terhadap hutan,
Pemanfaatan HHBK masyarakat, dll)

4.1.4.

Terdapat batas yang
memisahkan secara tegas
antara kawasan/areal kerja unit
manajemen dengan kawasan
kehidupan masyarakat.

CD

SEDANG
(Tetap)

Berdasarkan Peta Sebaran Wilayah Desa PT
KDP skala 1: 300.000 dan hasil wawancara
dengan Petugas Kelola Sosial serta masyarakat
sekitar diperoleh informasi bahwa batas
wilayah administrasi desa di areal PT KDP masih
belum ada kesepakatan antar masing-masing
desa dan belum ada batas definitif di lapangan
serta terdapat informasi terbaru bahwa Batas
Wilayah Desa di Kab. Murung Raya dalam
waktu dekat akan di tata ulang oleh Pemerintah
Kabupaten.

Pada areal kerja PT KDP terdapat 2 desa yang
berada di dalam areal dan 3 desa yang
bersinggungan, disepanjang jalan logging
banyak ditemukan areal perladangan yang
dilakukan oleh masyarakat sekitar namun baru
sebagian yang telah dilakukan penataan batas
partisipatifnya.

Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2017), PT
KDP tidak melakukan penataan batas secara
partisipatif terhadap penggunaan kawasan oleh
masyarakat yang berada dalam areal kerja PT
KDP.

PT KDP memiliki sebagian bukti terkait luas
dan batas areal dengan batas kawasan yang
dimiliki oleh masyarakat setempat.

4.1.5.

Terdapat persetujuan para
pihak atas luas dan batas areal
kerja IUPHHK/KPH

CD

BAIK
(Tetap)

Hasil telaahan terhadap dokumen dan
wawancara dengan wakil masyarakat sekitar
areal diperoleh informasi bahwa dalam kegiatan
operasionalnya PT KDP telah mendapat
persetujuan dan dukungan dari para pihak
dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan masyarakat sekitar areal, yang
dibuktikan dengan masih berlangsungnya
kegiatan operasional perusahaan dan adanya
beberapa Berita Acara Kerjasama/Kesepakatan
dengan masyarakat yang ada disekitar areal.

Pada tahun 2017 PT KDP telah mendapat
dukungan dari masyarakat sekitar yang
dibuktikan dengan adanya Berita Acara
Pengakuan dan Dukungan Blok Tebangan dan
Jalan Angkutan RKT 2017 dari Desa Olung Balo
yang dibuat pada tanggal 3 April 2017.

Di areal PT KDP masih terdapat potensi konflik
terkait ganti rugi tanam tumbuh dan batas
wilayah administrasi antar desa (seperti Blok
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RKT 2017 di klaim masuk wilayah 2 desa yaitu
desa Olung Balu Kec. Tanah Siang dan desa
Takajung Kec. Seribu Riam), namun sejauh ini
konflik yang ada masih dapat diselesaikan
dengan baik.

Kesimpulan Indikator 4.1.

16/21 = 76,19% (SEDANG)

2.

Indikator No. 4.2 : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.2.1.

Ketersedian dokumen yang
menyangkut tanggung jawab
sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perun-
dangan yang relevan/berlaku.

D

BAIK
(Tetap)

Hasil telaahan terhadap dokumen 1 tahun
terakhir, PT KDP memiliki dokumen terkait
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku/relevan meliputi dokumen : SK IUPHHK
HA, AMDAL, RKUPHHK HA periode 2011-2020,
RKTUPHHK HA  Tahun 2017, Rencana
Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2017,
BA Kelola Sosial tahun 2017 dan Laporan
Tahunan Klinik PT KDP tahun 2017.

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT
KDP memiliki dokumen yang lengkap terkait
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang
relevan/berlaku

4.2.2.

Ketersediaan mekanisme
pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap
masyarakat

BAIK
(Tetap)

Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2017),
tidak terdapat tambahan dokumen PT KDP yang
baru terkait dengan mekanisme pemenuhan
kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat, dokumen yang ada sama seperti
pada penilaian sebelumnya tertuang dalam :

1. SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
(PMDH)

2. SPO  Meningkatkan
terhadap Hutan.

3. SOP Mekanisme Distribusi Insentif kepada
Para Pihak

4. SOP Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan
Sewa Menyewa

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT
KDP memiliki mekanisme yang legal, lengkap
dan jelas terkait pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap masyarakat

Akses  Masyarakat

4.2.3.

Kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hak dan
kewajiban pemegang izin

SEDANG
(Tetap)

Hasil penelusuran terhadap dokumen PT KDP
selama 1 tahun terakhir (tahun 2017), PT KDP
memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan
kegiatan  sosialisasi kepada  masyarakat
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terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH.

mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber
Daya Hutan tertuang dalam BA Pelaksanaan
Sosialisasi RKT 2017, Kawasan Lindung serta
PMDH PT KDP Tahun 2017 pada 6 desa sekitar
(Mantiat Pari, Kolam, Saruhung, Osom Tompok,
Olong Ulu dan Olung Balo), dalam Berita Acara
terdapat foto kegiatan namun tidak dilengkapi
dengan daftar hadir peserta.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa
Olung Balo, Osom Tompok dan Kolam diperoleh
informasi bahwa PT KDP sebelum melakukan
kegiatan operasional penebangan/produksi di
Blok RKT mengundang sebagian masyarakat
dan dilakukan sosialisasi terkait lokasi Blok RKT
dan program program sosial yang akan
dilaksanakan pada tahun berjalan.

4.2.4.

Realisasi pemenuhan tanggung
jawab sosial terhadap
masyarakat /implementasi hak-
hak dasar masyarakat hukum
adat dan masyarakat setempat
dalam pengelolaan SDH

BAIK
(Tetap)

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen /

laporan kegiatan kelola sosial PT KDP tahun

2017, realisasi kegiatan PT KDP terkait

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat yang berada di sekitar areal

meliputi :

1. Pemberian Honor Kepala Desa, Humas dan
Mantir Adat desa binaan

2. Pemberian Honor Guru (TK, SD dan SMP)
desa Osom Tompok, Mantiat Pari, Kolam dan
Saruhung.

3. Bea Siswa untuk 2 orang (Osom Tompok dan
Saruhung)

4. Perbaikan/Pemeliharaan Jalan menuju desa
sekitar

5. Bantuan BBM (solar) dan pemanfaatan
sarana bengkel

. Pengadaan Pipa untuk saluran air desa Balo

. Bantuan hari besar keagamaan dan Nasional

. Pembersihan lingkungan kantor desa dan
Balai desa ( Mantiat Pari, Kolam, Tumbang
Ulu, Muwun, Duan Arung, Mahanyan).

PT KDP memiliki dokumen/laporan yang
lengkap terkait pemenuhan tanggung jawab
sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.

[eo BN e)}

4.2.5.

Ketersediaan laporan/dokumen
terkait pelaksanaan tanggung
jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.

BAIK
(Tetap)

Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2017),
dokumen PT KDP terkait pelaksanaan tanggung
jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
yang tertuang dalam Laporan Bulanan Kelola
Sosial Tahun 2017, BA Serah Terima Bantuan
kepada masyarakat Tahun 2017, Laporan
Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2017
dan Laporan Tahunan Bantuan Klinik Kesehatan
PT Karya Delta Permai Tahun 2017 kepada
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BOBOT
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masyarakat sekitar.

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT
KDP memiliki laporan/ dokumen yang lengkap
terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial
pemegang izin termasuk ganti rugi terhadap
masyarakat sekitar.

Kesimpulan Indikator 4.2.

28/30 = 93,33% (BAIK)

3.

Indikator No. 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat
yang adil antar para pihak.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.3.1.

Ketersediaan data dan informasi
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat
yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH

D

SEDANG
(Tetap)

PT. KDP memiliki sebagian data dan
informasi masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
yang tertuang dalam dokumen :

1. RKUPHHK HA PT KDP Periode tahun 2011-
2020

2. Data karyawan PT KDP tahun 2017 yang
tertuang dalam dokumen ketenagakerjaan

3. Data masyarakat yang melakukan kerjasama
dengan PT KDP vyaitu Kontraktor penarik
rakit (ada 2)

4. Data para penerima insentif dari perusahaan
PT KDP (Kades, Mantir Adat, Bea siswa,
Humas, Demang, Tokoh Masyarakat, Guru)

5. Data Penerima Bantuan (guru penerima
honor, sarana air bersih, perbaikan jalan, dll)

6. Data masyarakat yang suplai sayuran (ada 6
orang)

Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut,
dokumen yang ada belum memberikan
informasi yang lengkap terkait data dan
informasi masyarakat yang terlibat, tergantung
terpengaruh oleh aktivitas PT KDP.

4.3.2.

Ketersediaan mekanisme
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

BAIK
(Tetap)

PT. KDP memiliki mekanisme terkait

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat yang legal, lengkap dan jelas yang

dituangkan dalam :

1. SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

2. SPO Mekanisme Distribusi Manfaat

3. SPO Mekanisme Distribusi Insentif kepada
Para Pihak

4. SPO Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan
Sewa Menyewa

Hasil telaahan terhadap SOP yang dimiliki oleh
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PT KDP, SOP yang ada telah sesuai dan relevan
dengan kondisi di lapangan.

4.3.3. CD SEDANG | Hasil telaahan terhadap dokumen periode 1
Keberadaan dokumen rencana (Tetap) tahun terakhir (tahun 2017), PT. KDP memiliki
pemegang izin mengenai dokumen_ terlfait rencana pemegang izin
kegiatan peningkatan peran mengenai kegiatan peningkatan peran serta
serta dan aktivitas ekonomi dan aktivitas ekonomi masyarakat  yang
masyarakat dituangkan dalam dokumen RKUPHHK HA PT
KDP Periode tahun 2011 — 2020, RKTUPHHK-HA
PT KDP 2017 dan RO PMDH PT KDP Tahun
2017, akan tetapi dalam dokumen tersebut
tidak diuraikan/dirinci rencana kegiatannya
pada masing-masing desa binaan.

4.3.4. D BAIK Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2017),
Implementasi kegiatan (Tetap) | dokumen PT KDP  terkait implementasi
peningkatan peran serta dan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
aktivitas ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat hukum adat dan atau
hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang
masyarakat setempat oleh tepat sasaran tertuang dalam :

pemegang izin yang tepat 1. Penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 47,88

sasaran %

2. PT KDP dalam kegiatan operasional
perakitan terdapat 2 kontarktor lokal yaitu
CV Arung Barito dan perorangan an.
Deriansyah (100%)

3. Realisasi  program  kegiatan  ekonomi
produktif terhadap masyarakat terdapat 6
orang suplai sayuran (27,27%)

4, Bantuan Transportasi Pemasaran Hasil
Pertanian/HHBK

Rata-rata peningkatan ekonomi masyarakat
sekitar oleh PT KDP sebesar :

47,88 % + 100 % + 27,27 % : 3 = 58,38 %

Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut
diatas, PT KDP memiliki sebagian besar (>
50%) dokumen terkait implementasi kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat
setempat oleh pemegang izin yang tepat
sasaran

4.3.5. D BAIK PT. KDP memiliki dokumen/laporan mengenai
Keberadaan dokumen/laporan (Tetap) | Pelaksanaan distribusi manfaat kepada para
mengenai pelaksanaan pihak (karyawan, kontraktor dan masyarakat)
distribusi manfaat kepada para yang tertuang dalam Rekap Gaji Karyawan PT
pihak KDP dan THR tahun 2017, Pembayaran Upah
Penarikan Rakit kepada Kontraktor Penarikan
(ada 2 Kontraktor), Pembayaran Supplai Sayur
dari masyarkat sekitar dan Realisasi Kegiatan
Kelola Sosial PT KDP Tahun 2017

Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut
diatas dapat disimpulkan bahwa PT KDP
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memiliki dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para
pihak

Kesimpulan Indikator 4.3.

24/27 = 88,89% (BAIK)

4.

Indikator No. 4.4 : Keberadaan mekanisme

resolusi konflik yang handal.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.4.1.

Tersedianya mekanisme
resolusi konflik

D

BAIK
(Tetap)

PT KDP telah memiliki mekanisme resolusi
konflik yang legal, lengkap dan jelas yang
tertuang dalam Prosedur No. SPO/04/KESOS-
MPK/2010 tentang Mekanisme Penyelesaian
dengan Masyarakat dan Prosedur No.
SPO/06/KESOS-PKK/2010 tentang Penanganan
Klaim dan Keluhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas
kelola sosial dan informasi dari masyarakat
sekitar, PT KDP dalam menyelesaikan kasus
atau konflik dengan masyarakat sekitar selalu
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat
setempat serta diselesaikan dengan
musyawarah mufakat dan dibuat berita acara
kesepakatan.

4.4.2.
Tersedia peta konflik

SEDANG
(Tetap)

PT KDP memiliki sebagian dokumen terkait
pemetaan konflik yang tertuang dalam Peta
Rawan Konflik PT KDP skala 1 : 250.000 dan
Laporan Patroli Pengamanan dan Perlindungan
Hutan PT KDP tahun 2017.

Hasil pengecekan lapangan di Sepanjang Jalan
Utama PT KDP dari KM 40 — KM 70 banyak
ditemukan kebun karet masyarakat sekitar dan
pondok-pondok, serta terdapat aktivtas
Penambangan liar disekitar sungai Danum
Tolum di blok RKT 2017, namun PT KDP baru
sebagian melakukan identifikasi dan pemetaan
terhadap lokasi tersebut.

PT KDP belum menyusun pemetaan konflik
yang mengacu pada Perdirjen PHPL No.
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang
Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi
Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam
Hutan Produksi.

4.4.3.

Adanya kelembagaan resolusi
konflik yang didukung oleh para
pihak.

SEDANG
(Turun)

Hasil penelusuran dokumen periode 1 tahun
terakhir (tahun 2017), PT KDP memiliki Struktur
Organisasi Resolusi Konflik IUPHHK HA PT KDP
dan Susunan Panitia Ad Hoc Resolusi Konflik
PT KDP Periode Tahun 2017 — 2018, namun
tidak dilengkapi Job Description masing-masing
petugasnya serta PT KDP belum menyusun atau
menyiapkan Rencana Anggaran Dana untuk
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penyelesaian konflik yang mungkin timbul pada
tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas
Kelola Sosial dan bukti-bukti penyelesaian
konflik dengan masyarakat sekitar, PT KDP
selama ini dalam menyelesaikan setiap konflik
yang ada di areal kerjanya, dilakukan sampai
kasus atau konflik tersebut selesai dengan
membuat kesepakatan antar para pihak.

4.4.4. D BAIK Selama periode 1 tahun terakhir (tahun 2017)
Ketersediaan dokumen proses (Tetap) | di areal PT KDP terdapat beberapa konflik
penyelesaian konflik yang dengan masyarakat sekitar areal dan konflik
pernah terjadi tersebut telah diselesaikan dengan membuat
Kesepakatan yang dibuat antar Pihak PT KDP
dan Masyarakat.

Hasil telaahan terhadap dokumen kesepakatan
yang dibuat oleh PT KDP dalam Penanganan
Konflik yang ada, PT KDP memiliki
dokumentasi terkait penyelesaian konflik yang
dilengkapi dengan catatan kronologisnya serta
dibuat Berita Acara Kesepakatan antara PT KDP
dengan masyarakat yang terlibat.

Kesimpulan Indikator 4.4. 20/24 = 83,33% (BAIK)

5. Indikator No. 4.5 : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja.

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. D SEDANG | PT  KDP telah merealisasikan hubungan
Adanya hubungan industrial. (Tetap) | industrial dengan Karyawannya yang dibuktikan

dengan adanya Peraturan Perusahaan Tahun
2016 - 2018, yang telah disahkan oleh Kepala
Dinas Sosial Nakertrans Kab. Murung Raya
Nomor : KEP.560/183/DSTT/MR/2016 tanggal
13 Desember 2016 dan berlaku s.d 14
Desember 2018 dan telah dilakukan sosialisasi
kepada Karyawannya pada tanggal 3 Januari
2017 (terdapat Bukti BA Acara Sosialisasi).

Implementasinya terdapat SPK yang
ditandatangani oleh pihak Manajemen PT KDP
dan Karyawan.

PT KDP juga memberi kebebebasan kepada
karyawannya untuk berserikat yang dibuktikan
dengan Surat Pernyataan No. 002/KDP-
BS/Sper-1/2017  dan Surat Edaran Manager
camp No. 007/KDP-BC/Se-1/2017 tanggal 9
Januari 2017 tentang Perusahaan memberikan
kebebasan  kepada  karyawannya  untuk
mendirikan Serikat Pekerja di lingkungan
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perusahaan

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan
hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT
KDP diperoleh informasi bahwa karyawan
mengetahui dan memahami isi dari Peraturan
Perusahaan dan telah diimplementasikan oleh
perusahaan, akan tetapi PT KDP belum memiliki
Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
serta masih terdapat status karyawan kontrak
pada pekerjaan yang bersifat tetap.

4.5.2. D SEDANG | Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2017), PT
Adanya rencana dan realisasi (Tetap) | KDP ~ memiliki ~ Rencana  dan  Realisasi
pengembangan kompetensi Pengembangan Ko_n‘_lpeten5| karyayvannya tahun
tenaga kerja. 2017 melalui penc_:hdlkan dan Pelatihan karyawan
dengan pencapaian sebesar 78,79 % dari yang
direncanakan.

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT KDP
memiliki 18 orang Ganis PHPL dengan rincian
Canhut = 5 orang, Binhut = 5 orang, Nenhut =
1 orang, PKB-R = 6 orang dan PT KDP tidak
memiliiki Ganis PHPL Kurpet , berdasarkan
Perdirjen P.16 tahun 2015 PT KDP masih
terdapat kekurangan sebanyak 3 orang Ganis
PHPL yaitu Ganis Kurpet kurang 1 orang dan
Nenhut kurang 2 orang.

4.5.3. D SEDANG | Terkait jenjang karir di PT KDP telah diatur
Dokumen standar jenjang karir (Tetap) | dalam Peraturan Perusahaan PT KDP Periode
dan implementasinya 2016 — 2018 Bab V Pasal 17 — 20, namun dalam
implementasinya PT KDP belum ada mekanisme
yang mengaturnya.

Terdapat SK Manager Camp terkait promosi
dan mutasi karyawan di lingkungan PT KDP,
namun tidak dilengkapi dengan form penilaian
karyawan.

Berdasarkan Data Karyawan PT KDP bulan
Desember 2017 dan hasil wawancara dengan
karyawan PT KDP  diperoleh informasi bahwa
sebagian besar karyawan PT KDP (56 %)
berstatus sebagai karyawan kontrak, hal
ini tidak sesuai dengan implementasi Visi Misi
perusahaan dalam pengelolaan hutan produksi
lestari.

PT KDP memiliki dokumen terkait jenjang karir
yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan
PT KDP Periode 2016 - 2018 dan baru
sebagian diimplementasikan.

4.5.4, D BAIK PT KDP memiliki dokumen terkait tunjangan

Adanya dokumen tunjangan (Tetap) kesejahteraan karyawan tertu_ang dalam
kesejahteraan karyawan dan Peraturan Perusahaan PT KDP Periode 2016 -
implementasinya. 2018 'Bab' VII Pasal 25 — 29, serta PT KDP telah
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
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seperti Gaji diatas UMK Kabupaten dan lancar
setiap bulannya, Karyawan diikutsertakan dalam
program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
dan dibuktikan dengan Kepemilikan kartu
peserta dan fasilitas kesejahteraan yang di Base
Camp KM 70 yang cukup memadai.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil
wawancara dengan beberapa karyawan PT KDP
diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT KDP
telah mengimplementasikan seluruh tunjangan
kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang
ada dalam Peraturan Perusahaan dan
Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kesimpulan Indikator 4.5. 18/24 = 75,00% (SEDANG)

E. VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan
Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada
dalam kawasan hutan yang dikelola ITUPHHK

NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
1.1.1.a. Memenuhi | Pada periode Penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
Dokumen legal terkait perizinan usaha kinerja PHPL (Maret 2017 s/d Februari 2018)
(SKIUPHHK) diketahui bahwa tidak ada perubahan atas

keberadaan SK. IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai
yang meliputi kelengkapan dan keabsahan
dokumen izin usaha sebagai berikut :

1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri
Kehutanan Nomor SK. No0.429/Menhut-1I/2004
tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberian
IUPHHK-HA seluas + 79.400 Ha kepada PT
Karya Delta Permai di Kabupaten Murung Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HA An. PT
Karya Delta Permai Skala 1 : 100.000;

3. Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit An. PT
Karya Delta Permai liputan Desember 2016 yang
mengacu Peta Kawasan Hutan dan Perairan
Prov. Kalimantan Tengah (lampiran SK Menhut
Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25
September 2012); Dimana kondisi penutupan
lahan berdasarkan fungsi hutan dari areal
IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai sebagai
berikut :
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Luas

No. Fungsi Hutan (Ha)

L Hutan Produksi dapat di 0
Konversi (HPK)

Hutan Produksi Terbatas (HPT) 67.552
Hutan Produksi (HP) 7.985
Hutan Lindung (HL) 2.198
Areal Penggunaan Lain (APL) 1.165

Jumiah 79.400

v AN

1.1.1.b.

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(TIUPHHK).

Memenuhi

Pada periode Penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
kinerja PHPL diketahui bahwa SPP ITIUPHHK yang
ditagihkan kepada PT. Karya Delta Permai sesuai
dengan bukti setor IIUPPHHK yang dibayarkan atau
tidak ada perubahan.

Sesuai dengan keberadaan dokumen bukti setor
IIHPHHK atas nama PT. Karya Delta Permai
maka diketahui bahwa auditee telah melakukan
pembayaran IIUPHH tersebut sebanyak 2 (dua) kali
yaitu :

1. Terdapat dokumen bukti setor IIUPH PT. Karya
Delta Permai melalui Bank Indonesia Pusat
tanggal 19 Januari 2000 dari PT Bakti Dwipa
Kariza ke Bendaharawan Penerima Setoran
IIUPH no rekening 102-0004203870 di Bank
Mandiri Jakarta. Berdasarkan dokumen tersebut
telah disetorkan dana sebesar Rp.
2.301.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Satu
Juta Rupiah);

2. Terdapat bukti setor IIUPH sebesar Rp
6.631.500.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Tiga
Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang
dibayarkan melalui Bank Mandiri Jakarta Gedung
Pusat Kehutanan tanggal 28 Nopember 2006
dengan kode referensi 1715A02KDPI0611;

1.1.1.c

Penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika ada)

Not
Applicable

Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
kinerja PHPL diketahui pada areal IUPHHK-HA PT
Karya Delta Permai tidak terdapat penggunaan
kawasan yang sah di luar sector kehutanan atau
kegiatan IUPHHK
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Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja /

RTT) disahkan oleh yang berwenang

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Memenuhi | Pada penilikan ke-1 dalam rangka penilaian kinerja
Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan PHPL tidak ada perubahan atas keberadaan
Kerja/RTT beserta lampirannya yang dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode
telah disahkan oleh pejabat yang 2011-2020 atas nama PT Karya Delta Permai yang
berwenang, meliputi : mengalami 2 (dua) revisi yaitu pada tahun 2013
a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & dan terakhir pada tahun 2015 (sesuai SK Menteri
lampirannya yang disusun Kehutanan Nomor : SK. 10/BUHA-2/2015 tertanggal
berdasarkan IHMB/risalah hutan 20 Maret 2015).
dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Sedang pada dokumen RKTUPHHK-HA atas nama
Timber Cruising dan/atau Canhut. PT Karya Delta Permai yang tersedia yaitu dokumen
b) Dokumen RKT/RTT yang disusun RKT 2017 dan RKT 2018 yang keduanya telah
berdasarkan RKU/RPKH dan disusun oleh Ganis PHPL Canhut atas nama
disahkan oleh pejabat yang Ihwani, S,Hut (Register No. 00851-
berwenang atau yang disahkan 12/CANHUT/XVIII/2016) dan disetujui oleh Direktur
secara self approval. PT Karya Delta Permai (Ir. Setiyo Nuswantoro).
c) Peta rencana penataan areal
kerja yang dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut.
2.1.1.b. Memenuhi | Berdasarkan verifikasi dokumen peta RKTUPHHK-
Peta areal yang tidak boleh ditebang HA Tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun
pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 2018 An. PT. Karya Delta Permai Skala 1 : 50.000
implementasinya di lapangan maka diketahui pada blok tebangan terdapat yang
tidak boleh ditebang dan hasil observasi lapangan
sebagai berikut :
1. Terdapat batas atau plang Sempadan sungai
Danum Tolung di dalam petak 20 N dari Blok
RKT 2017 dengan koordinat S 00° 12" 01,7”; E
114° 14’ 35,8", dimana kondisi disekitar sungai
Danum Tolung terdapat banyak bangunan
masyarakat setempat yang melakukan
penambangan emas tanpa izin (PETI), padahal
perusahaan telah melakukan penyuluhan dengan
pihak Tripika setempat dan memasang plang
larangan.
2. Terdapat batas atau plang Areal Sumber Daya
Genetik (ASDG) dengan koordinat S 00° 10’
19,2"; E 114° 11’ 33,0” pada petak 14 K seluas
100 Ha yang berbatasan dengan petak 15 K dari
Blok RKT 2017, dimana yang dimaksud ASDG
pada Peta RKTUPHHK-HA 2017 adalah Kebun
Bibit/Benih (KB).
2.1.1.c. Memenuhi | Berdasarkan verifikasi dokumen peta RKTUPHHK-

Penandaan lokasi blok tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan

HA Tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun
2018 An PT. Karya Delta Permai 1 : 50.000 maka
diketahui bahwa pada blok /petak tebangan yang
disahkan terdapat cap Perusahaan (PT Karya
Delta Permai).
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Rincian hasil observasi lapangan sebagai berikut :

1. Ditemukan plang batas Blok RKT 2017 yaitu
pada posisi antara petak 21 N / 22 N dengan
koordinat : S 000 12’ 05,7” ; E 1140 15’ 19,17,
dimana batas blok dengan cat merah strip 3
(///), dan petak 21 N masuk bagian Blok RKT
2017 dan 22 N adalah Petak dari Blok Tebangan
XIV atau RKT Tahun 2024;

2. Ditemukan plang Petak 17 L dan 18 L bagian dari
Blok RKT 2017 dengan koordinat : S 000 10’
51,6 ; E 1140 13’ 09,4” , dimana batas petak
tebangan berupa plang dari papan cat putih
bertuliskan nomor petak warna hitam dan
sepanjang batas petak ditandai cat warna merah
strip 2 (//) pada batang pohon yang dilalui;

3. Ditemukan plang batas Blok RKT 2018 vyaitu
pada posisi antara petak 18 J / 18 K dengan
koordinat : S 000 10’ 20,7” ; E 1140 13’ 09,8,
dimana batas blok dengan cat merah strip 3
(//]), dan petak 18 J masuk bagian Blok RKT
2018 dan petak 18 K adalah bagian dari Blok
Tebangan RKT Tahun 2017

Indikator 2.2.1.

peraturan yang berlaku

Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.2.1.a. Memenuhi | Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian

Dokumen Rencana Kerja Usaha kinerja PHPL tidak ada perubahan atas keberadaan

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 2011-2020 atas nama PT Karya Delta Permai yang

dengan lampiran-lampirannya mengalami 2 (dua) revisi yaitu pada tahun 2013
dan terakhir pada tahun 2015 (sesuai SK Menteri
Kehutanan Nomor : SK. 10/BUHA-2/2015 tertanggal
20 Maret 2015).

2.2.1.b. Not PT Karya Delta Permai merupakan pemegang

Kesesuaian lokasi dan volume peman- | Applicable | IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang

faatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk

pembangunan hutan tanaman industri.

IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan
penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman
Industri
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Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/

dimanfaatkan telah di LHP-kan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.1.

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang

Memenuhi

Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
kinerja PHPL terdapat dokumen LHP yang dibuat
oleh P2LHP atas nama Sadar dengan register
nomor 00677-12/PKB-R/XVIII/2015 dan
Sulistiyono dengan register nomor 01575-12/PKB-
R/XVIII/2015, yang telah ditetapkan lewat SK.
Direktur PT Katya Delta Permai.

Selama periode penilikan ke-1 (Maret 2017 s/d
Februari 2018) terdapat 25 (dua puluh lima) set
dokumen LHP yang dibuat dan dilaporkan lewat
SIPUHH Online dan total volume kayu bulat yang di
LHP-kan dari blok/petak tebangan RKT tahun 2017
sebanyak 8,874 batang volume 40.599,27 M3
yang terdiri dari :
e Kel. Meranti
38.622,62 M3; dan
¢ Kel. Rimba Campuran : 579 batang volume
1.976,65 M3.

Sedang LHP dari Blok Tebangan RKT 2018 belum
dibuat karena belum ada penebangan.

Berdasarkan uji petik jenis dan ukuran kayu bulat
yang sudah di LHP-kan dan menjadi stok kayu bulat
di TPK Hutan dan TPK Antara, maka diketahui
bahwa tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan
selisih ukuran atau volume kayu bulat sebesar
1,073 % atau masih dibawah angka toleransi ( <
5%) dan nomor batang di LHP berupa ID Barcode
dapat ditemukan di bontos kayu bulat di TPK Hutan
maupun TPK Antara.

8.295 batang volume

Indikator 3.1.2.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.2.

Surat Keterangan sahnya hasil hutan
dan lampirannya dari :

a) TPK Hutan ke TPK Antara

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau
penampung kayu terdaftar

c) TPK Antara ke industry primer hasil
hutan dan/atau penampung kayu
terdaftar

Memenuhi

Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
kinerja PHPL terdapat dokumen SKSHHK yang
diterbitkan atau digunakan sesuai permintaan
auditee (PT Karya Delta Permai) lewat SIPUHH
Onlne, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PT Karya Delta Permai telah mempunyai kode
akses di SIPUHH Online;

2. Direksi PT Karya Delta Permai telah mengangkat
Petugas SKSHHK di TPK Hutan KM 68/TPn yaitu
Bambang Sumantri Register Nomor 01001-
12/PKB-R/XVIII/2016;
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3. Direksi PT Karya Delta Permai telah mengangkat
Petugas SKSHHK di TPK Antara Bumban yaitu
Suharno dengan Register Nomor 00678-
12/PKB-R/XVIII/2015.

4. PT Karya Delta Permai telah menetapkan TPK
Hutan dan TPK Antara sesuai dengan ketantuan
(Buku RKTUPHHK-HA).

Berdasarkan verifikasi arsip dokumen SKSHHK yang
telah digunakan mengangkut kayu bulat selama 1
(satu) tahun terakhir sebanyak 486 set SKSHHK
yang terdiri dari :

e 479 set SKSHHK diterbitkan oleh Bambang
Sumantri untuk mengangkut kayu bulat dari TPK
Hutan KM 68/TPn ke TPK Antara Bumban
dengan total kayu bulat 4.425 batang atau
volume 22.493,74 M3;

e 7 set SKSHHK diterbitkan oleh Suharno untuk
mengangkut kayu dari TPK Antara Bumban ke
Industri atau pembeli dengan total kayu bulat
4.738 batang volume 24.013,53 M3

Indikator 3.1.3.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.3.a.

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu
bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa
dilacak balak

Memenuhi

Berdasarkan hasil observasi di blok/petak tebangan
RKT 2017 PT Karya Delta Permai, maka ditemukan
tunggul kayu yang mempunyai identitas berupa ID
Barcode warna kuning dan pada identitas tersebut
tercantum nomor barcode berjumah 27 digit dan
tanda Indonesia Legal Wood, sehingga melalui ID
Barcode tersebut bisa dipastikan bahwa kayu bulat
yang di LHP-kan dari blok tebangan RKT 2017
dapat dilakukan lacak balak. Karena ID Barcode
diberikan pada saat kegiatan Inventarisasi Tegakan
Sebelum Penebangan (ITSP) di Blok/Petak RKT
2017.

3.1.3.b.

Identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi

Penatausahaan hasil hutan pada PT Karya Delta
Permai telah sesuai dengan ketentuan dan
memungkinkan untuk dilakukan lacak balak serta
diterapkan secara konsisten di lapangan
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Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu

ke luar TPK
NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
3.1.4. Memenuhi | Seperti pada verifier 3.1.2. bahwa pada periode

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan lampirannya untuk
hutan tanaman

penilikan ke-1 dalam rangka penilaian kinerja PHPL
maka diketahui bahwa PT Karya Delta Permai
selama 1 (satu) tahun terakhir telah menggunkan
dokumen SKSHHK sebanyak 486 set dan telah
diarsipkan oleh Kepala Bagian Administrasi Kayu
yaitu Sdr.Suharno yang diangkat oleh Direktur PT
Karya Delta Permai menjadi Petugas Penerbit
SKSHHK di TPK Antara Bumban dan berkedudkan di
Base Camp Briwit KM 70.

Indikator 3.2.1.

Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan

Memenuhi

Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
kinerja PHPL atau selama 1 (satu) terakhir terdapat
SPP atau Rincian Tagihan PNBP (DR dan PSDH)
kepada PT Karya Delta Permai sesuai dengan LHP
kayu bulat yang di laporkan lewat SIPUHH Online
sebanyak 25 set dengan volume 40.599,27 M3.

Berdasarkan verifikasi dokumen SPP DR dan PSDH
yang diterima oleh perusahaan tersebut maka
diketahui bahwa jumlah tagihan DR dan PSDH
sesuai dengan LHP yang dilaporkan melalui SIPUHH
Online.

Jumlah PNBP (DR dan PSDH) yang ditagihkan
selama 1 (satu) tahun terakhir kepada PT Karya
Delta Permai sebagai berikut :

e PSDH sebesar RP.3.008.408.070,-

¢ DR sebesar USD 660.781,87

3.2.1.b.
Bukti setor DR dan atau PSDH

Memenuhi

Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
kinerja PHPL atau selama 1 (satu) terakhir diketahui
bahwa PT Karya Delta Permai telah melakukan
pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang
dihitung berrdasarkan LHP yang dilaporkan melalui
SIPUHH Online.

Berdasarkan verifikasi dokumen bukti setor selama
1 (tahun) terakhir (Maret 2017 s/d Februari 2018)
diketahui bahwa PT Karya Delta Permai telah
melakukan pembayaran DR dan PSDH sesuai
dengan SPP yang memiliki Kode Billing dan tanggal
kadaluarsa untuk masing-masing LHP vyang
dilaporkan.

Jumlah bukti setor DR dan PSDH yang telah
dibayarkan via Bank Mandiri selama 1 (satu) tahun
terakhir sebagai berikut :
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NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
¢ PSDH sebesar RP.3.008.408.070,-
o DR sebesar USD 660.781,87
3.2.1.c. Memenuhi | Pembayaran DR dan atau PSDH selama periode

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas
hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk pembangunan
hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman.

penilikan ke-1 (Maret 2017 s/d Februari 2018)
sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tarif yang berlaku di Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Indikator 3.3.1.

Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.3.1..
Dokumen PKAPT

Memenuhi

Pada penilikan ke-1 terdapat dokumen PKAPT
(Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) Atas Nama
PT Karya Delta Permai Nomor :
4/SIPT/PKAPT/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan
berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2023.

Indikator 3.3.2.

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.3.2.

Dokumen yang menunjukkan identitas
kapal

Memenuhi

Pada penilikan ke-1 terdapat pengangkutan kayu
yang menggunakan kapal tarik rakit (KM) dan kapal
tarik tongkang (Tug Boat) dan selama 1 (satu)
terakhir terdapat 7 (tujuh) dokumen SKSHHK yang
digunakan untuk mengangkut kayu bulat dari TPK
Antara Bumban ke industri menggunakan kapal tarik
yaitu KM atau Tug Boat.

Sesuai hasil verifikasi dokumen SKSHHK tersebut
telah tercantum nama kapal / tongkang sebagai alat
angkut dan dari 7 (tujuh) SKSHHK telah didapatkan
dokumen Kapal berbendera Indonesia sebagai
berikut :

1. Kapal Tarik rakit KM. Sahabat Mulia Group berupa
Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai
dan Danau No.551.31/109-XIV/DPMTSP Kab.
Murung Raya;

2. TK.Prima Bahari XXI dan TB.Tri Daya Jaya VI
berupa :

a. SPB No.170/UPP RI/X/2017 untuk Tongkang
(TK);

b. SPB No.171/UPP RI/X/2017 untuk Tug Boat
(TB).

3. TK. SMALIND II dan TB MARINDO IV sesuai
dokumen kapal antara lain :
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

a. Surat  Laut  No.PK.205/193/SL-PM/DK/18
tanggal 05 Februari 2018 untuk TK SMALIND;

b. Sertfikat Keselamatan Perlengkapan Kapal
Barang Nomor : PK.001/167/10/KSOP.BIM-
2017 untuk TB MARINDO VI

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
3.4.1. Memenuhi | Berdasarkan verifikasi dokumen SKSHHK yang

~ ; ; diterbitkan oleh PT. Karya Delta Permai dan
'il('::ec:i;#egal yang dibubuhkan sesuai observasi di lapangan terhadap fisik kayu log di

TPK Antara Bumban diketahui bahwa PT. Karya
Delta Permai telah membubuhkan Tanda V-Legal
pada produk kayu bulat dan dokumen sesuai
dengan ketentuan

Pembubuhan Dokumen Tanda V-Legal tedapat
pada barcode yang menempel pada setiap kayu
bulat dengan mencantumkan Nomor sertifikat
PHPL : 008.PHPL.019 - IDN.06.14 (sesuai
dengan ketentuan)

Sedang hasil verifikasi atas dokumen SKSHHK yang
diterbitkan terdapat Logo Tanda V-Legal dengan
mencantumkan  Nomor  sertifikat PHPL :
008.PHPL.019 - IDN.06.14 (sesuai dengan
ketentuan).

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait
dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah
disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal
kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER

4.1.1. Memenuhi | Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL- kinerja PHPL atau selama 1 (satu) terakhir diketahui

RPL bahwa dokumen AMDAL atas nama PT Karya Delta

Permai tidak ada perubahan yaitu sesuai dengan SK
Pengesahan Dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL
Pusat Departemen Kehutanan Nomor:
1755/Menhutbun-I1/99 tanggal 14 Oktober 1999
dan telah dibenarkan oleh kantor BLH Provinsi
Kalimantan Tengah lewat surat keterangan Nomor.
660/395/11/BLH/2014 tertanggal 18 Juni 2014.
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Indikator 4.1.2. : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL
yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak
lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.1.2.a. Memenuhi | Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
Dokumen RKL dan RPL kinerja PHPL atau selama 1 (satu) terakhir diketahui
bahwa dokumen RKL/RPL atas nama PT Karya
Delta Permai tidak ada perubahan dan merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan
dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi
AMDAL Pusat Departemen Kehutanan Nomor:
1755/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999
kepada Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Delta
Permai (Eks. HPH PT Dacrydium) di Kabupaten
Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sesuai
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
164/MENHUT-II/1998 dengan luasr areal 88.000
Ha.

4.1.2.b. Memenuhi | Pada periode penilikan ke-1 dalam rangka penilaian
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan kinerja_ PHPL diketahui bahwa PT Karya Dellta
pemantauan dampak penting aspek Permai membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan
fisik-kimia, biologi dan sosial dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II
Tahun 2017.

Dan laporan RKL dan RPL semester I dan II tahun
2017 PT KDP sesuai dengan dampak penting yang
terjadi di lapangan.

Namun laporan RKL dan RPL tersebut belum
ditemukan tanda terima dari Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan
Tengah.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.1.1.a. Memenuhi | PT. Karya Delta Permai telah memiliki prosedur
Pedoman / prosedur K3 yang lengkap tentang K3 yaitu berupa SOP K3 dan
personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab
dalam implementasi pedoman K3 sesuai dengan SK
Manager Camp.

5.1.1.b. Memenuhi | PT. Karya Delta Permai telah memiliki peralatan K3
Ketersediaan Peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik

5.1.1.c Memenuhi | PT. Karya Delta Permai memiliki catatan kecelakaan

Catatan Kecelakaan Kerja kerja yang dilaporkan setiap bulannya dan upaya
menekan tingkat kecelakaan di tempat kerja
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Kebebasan berserikat bagi pekerja

NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
5.2.1. Memenuhi | PT. Karya Delta Permaimemiliki PP (Peraturan
Serikat pekerja atau kebijakan Perusahaan) yang diketahui bahwa para pekerja
perusahaan (auditee) yang atau karyawan diberikan perlindungan dan
membolehkan untuk membentuk atau kebebasan untuk berserikat dan berkumpul
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana peraturan perundangan
ketenagakerjaan yang berlaku
Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
5.2.2. Memenuhi | Pada periode penlikan ke-1 diketahui bahwa tidak

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

ada perubahan Peraturan Perusahaan PT Karya
Delta Permai yang telah disahkan dan ditetapkan
oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Murung Raya sesuai
dengan SK Nomor : KEP.560/183/DSTT/MR/2016
tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan
Peraturan Perusahaan PT. Karya Delta Permai.
Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal
13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14
Desember 2018

Indikator 5.2.3. Tidak mempe

kerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.2.3.
Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Pada periode penlikan ke-1 diketahui bahwa jumlah
karyawan PT Karya Delta Permai sebanyak 142
orang yang berkedudukan di Base Camp Briwit KM
70, dan terdapat karyawan termuda bernama Joko
Subiantoro dengan tanggal lahir 17 April 1997
sebagai Mekanik Traktor dan masuk kerja pada
tanggal 17 Juli 2017 atau pada saat berumur 19
tahun 3 bulan. Sehingga tidak didapatkan
pekerja yang masih dibawah umur.
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F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT KARYA DELTA PERMAI
No. Indikator Nilai Kinerja Indikator FeNal Kemarangsi/ goninmig
1. Indikator 1.1 83 % BAIK 3 3
2. Indikator 1.2 89 % BAIK 3 3
3. Indikator 1.3 93 % BAIK 3 3
4, Indikator 1.4 92 % BAIK 3 3
5. Indikator 1.5 76 % SEDANG 2 3
6. Indikator 2.1 89 % BAIK 3 3
7. Indikator 2.2 83 % BAIK 3 3
8. Indikator 2.3 90 % BAIK 3 3
9. Indikator 2.4 81 % BAIK 3 3
10. | Indikator 2.5 90 % " BAIK 3 3
11. | Indikator 2.6 86 % . BAIK 3 3
12. | Indikator 3.1 74 % - SEDANG 2 3
13. | Indikator 3.2 67 % SEDANG 2 3
14. | Indikator 3.3 72 % SEDANG 2 3
15. | Indikator 3.4 67 % SEDANG 2 3
16. | Indikator 3.5 67 % SEDANG 2 3
17. | Indikator 3.6 67 % SEDANG 2 3
18. | Indikator 4.1 76 % SEDANG 2 3
19. | Indikator 4.2 93 % BAIK 3 3
20. | Indikator 4.3 89 % BAIK 3 3
21. | Indikator 4.4 83 % BAIK 3 3
22. | Indikator 4.5 75 % SEDANG 2 3
JUMLAH 57 66
86,36%
Nilai Kinerja PHPL (BAIK)

\') /5;§amarinda, 5 April 2018
<4 PPHPL PT Trustindo Prima Karya

o

4

Ir Kurnia
Direktur
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